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ABSTRAK

Nama : Nurul Auliyana

NIM : 160101064

Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum/Hukum Keluarga

Judul : Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca

Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh
Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh)
Tanggal Sidang : 29 Agustus 2020

Tebal Skripsi : 61 Halaman

Pembimbing I : Dr. Khairuddin, M.Ag.
Pembimbing II : Badri, S.H.I., M.H.

Kata kunci : Pertimbangan, Nafkah, Perceraian

Nafkah pasca perceraian telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan
Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa nafkah iddah, mut’ah, kiswah
dan biaya pengasuhan anak yang belum mumayyiz (hadhanah) menjadi
tanggungan suami berdasarkan kemampuannya. Namun dalam praktiknya
hakim di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar’iyah tingkat
banding memutuskan terhadap nafkah iddah, mut’ah, kiswah serta biaya
hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz di luar batas kemampuan suami.
Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap
nafkah pasca perceraian dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nafkah
pasca perceraian.Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah
deskriptif analisis melalui pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian /ibrary
research (penelitian pustaka). Berdasarkan hasil penelitian, dasar pertimbangan
majelis hakim dalam menetapkan nafkah pasca perceraian pada kasus perkara
cerai talak putusan Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh, dalam menentukan hak
nafkah terhadap istri dan anak setelah terjadinya perceraian berdasarkan pada
bukti-bukti yang dihadirkan ke persidangan dengan melihat penghasilan suami
setiap bulan berdasarkan fotocopy slip gaji, istrinya nusyuz atau tidak, dan
suaminya pernah atau tidak melakukan kezaliman terhadap istrinya, selain itu
hakim juga melihat dan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan suami sesuai
dengan kondisi suatu daerah. Ditinjau menurut hukum Islam, hakim Mahkamah
Syar’iyah Aceh dalam menetapkan jumlah nafkah pasca perceraian untuk istri
dan anak-anaknya, telah melakukan pertimbangankemaslahatan kedua belah
pihak yang berperkara.Hal ini sesuai dengan kaidah al-maslahah al-mursalah
yaitu memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatan.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dengan huruf dan tanda sekaligus.Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan

transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Huruf Huruf Huruf
Arab Nama Latin Nama Arab Nama Latin Nama
VAL tidak dilam- |tidak dilam- Ll T Te (de.ngan
bangkan |bangkan titik di bawah)
r ] Zet (dengan
o ? L
" B i K # ltitik di bawah)
Koma terbalik
o T2 T T ‘ai 1
| 3 e (di atas)
es (dengan : :
- A O™ | OO o
z |Jim J Je < F&’ F Ef
» ha (dengan . i :
c |Ha h e e IR |23 (s
¢ |Kha Kh ka dan ha < |Kaf K |Ka
2 |Dal D De J |Lam L |El
. zet (dengan O
> |l CONT . iy A Mim il e
5 |R@ R Er o INtn N En
3 |Zai Z Zet 5 |Waw W |We
o |Sin E Es o |H H |Ha
Ui |Syin Sy es dan ye ¢ |Hamzah ¢ Apostrof
_ es (dengan -,
oo |Sad S ltitik di bawahy | |20 Y |Ye
] _ de (dengan
o= Dad d titik di bawah)




2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
0 fathah A A
0 Kasrah I I
0 dammah U U

2) Vokal rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harkat dan huruf, transliteasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Gabungan Huruf Nama
. fathah dan ya’ Ai adan i
S0 fathah dan waw Au adanu
Contoh:
(a5 - yazhabu
S - kaifa
3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf Nama Huruf dan Tanda Nama
0. 0. fC_l{hah dan alif atau i a dan garis di atas
T ZZS” ah dan ya’ I idan garis di atas
) dammah dan waw U u dn garis di atas
Contoh:
Ju - qala

&) -rama




4. Ta’ marbiutah
Transliterasi untuksa’ marbiitah ada dua:

1. Ta’ marbiitahhidup
Ta’ marbitah yang hidup atau yang mendapat harakatfathah, kasrah
dandammah, translterasinya adalah ‘t’.

2. Ta’ marbutahmati
Ta’ marbitah yang mati atau yang mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah ‘h’.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan 72’ marbiitahdiikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang a/ serta bacaan kedua kata itu
terpisah maka 72’ marbiitah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

JibY1 43, - raud ah al-atfal
- raud atul atfal
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddahatau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan

huruf yang diberi tanda syaddahitu.

Contoh:
&, - al-birr
A - rabbana

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu (J'), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh hurufgamariyyah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ digati dengan huruf yang sama

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.



2) Kata sandang diikuti oleh huruf gamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan
bunyinya, baik diikuti syamsiyyah maupun huruf gamariyyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan
dengan tanda sempang.
Contoh:

Ja - ar-rajulu

(el - asy-syamsu

A - al-galamu

7. Hamzah
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan

apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan
di akhir kata.Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangan, karena

dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:
) - inna
Eoal - umirtu
&K - akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata
lain yang mengikutinya.

Contoh:
G350 A 51d 45 - wa inna Allah lahuwa khair ar-razigi
- Wa innallaha lahuwa khairurraziqin

JUil 8150 - {brahim al-khalil



- Ibrahimul-Khalil

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal,
dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf
kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.
Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis
dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal

kata sandangnya.

Contoh:
O3is V) 3aak g -Wa ma Muhammadun illa rasul
Srladl &5l -Alhamdu lillahi rabbi al-‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan
kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak

dipergunakan:

ied 514 _Lillahi al-amru jamran
-Lillahil-amru jami’an
10. Tajwid
Bagi mereka yang meginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid.Karena
itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.
Catatan:
Modifikasi
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama
lainya ditulis sesuai kaidah penerjemah.

Contoh: Samad ibn Sulaiman.



2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia,
seperti Mesir, bukan Misr; Beirut bukan Bayriit.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan

Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.'Makna
perkawinan yang terkandung dari konsep perkawinan tersebut adalah menuruti
perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat,
dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.’

Dalam suatu ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan
sebagai suami-istri timbulnya hak dan kewajiban bersama, salah satu kewajiban
yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri dan anak-anaknya yaitu nafkah,
yang mana harus sesuai dengan kemampuan suami.Nafkah merupakan hak istri
dan anak-anak, guna memenuhi kebutuhan hidup, diantaranya dalam hal
makanan, pakaian, kediaman,pendidikan, pengobatan, serta beberapa kebutuhan
pokok lainnya.Bahkan sekalipun si istri adalah perempuan yang kaya, nafkah
dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan Al-Qur’an, As-Sunnah dan [jma’
ulama.’

Dalam kehidupan berumah tangga, tidak selamanya sebuah rumah
tangga berjalan harmonis sebagaimana yang diinginkan oleh pasangan suami-
istri, bahkan tidak jarang sebuah rumah tangga kandas di tengah jalan
diakibatkan beberapa faktor, baik itu karena pertengkaran, kecemburuan antara
salah satu pihak, permasalahan ekonomi dan lain sebagainya, sampai berujung

dengan perceraian. Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami

"Pasal 1 UU RI No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan.

*Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Cet. 1 (Jakarta: Prenadamedia Group,
2016), hlm. 27.

3 Abdul Rahman, Perkawinan Syari’at Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 129.
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dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga)
antara suami dan istri tersebut.” Ketika terjadi perceraian antara suami dan istri,
dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 disebutkan dalam Pasal
41 huruf (c) bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk
memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi
bekas istri”.

Salah satu hak dan kewajiban suami dan istri pasca terjadinya perceraian
ialah sebagaimana yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) bahwa:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a) Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa

uang atau benda, kecuali istri tersebut gabla al-dukhul.

b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama
dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz
dan dalam keadaan tidak hamil.

c) ...

d) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum
mencapai umur 21 tahun.

Pasal 152 KHI juga menetapkan “bekas istri berhak mendapatkan nafkah
iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz”.Dari Pasal 152 KHI tersebut
dapat diketahui bahwa istri yang tidak nusyuz kepada suaminya berhak
mendapatkan nafkah iddah pasca perceraian.

Islam telah menggariskan bahwa selama perkawinan berlangsung bahkan
sampai terjadi perceraian yakni selama istri menjalani massaiddah, suami masih
mempunyai kewajiban yang harus dibayar kepada istrinya. Suami masih
berkewajiban memberi nafkah (mut’ah) yang wajar menurut kemampuan
kepada istrinya. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah al-
Bagarah ayat 236 yaitu:

Ut B G Ogialy B 536 JaA) Sy 55 st PERAY

*Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian,
Ed. 1, Cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 18.



“Dan hendaklah kamu berikan mereka mut’ah bagi yang mampu menurut
kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu
pemberian dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-orang
yang berbuat kebaikan”.

Ketentuan tentang mut’ah juga telah dibahas dalam Al-Qur’an
sebagaimana terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 241 yaitu:
G Je de Ogady pis oullaly

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut’ah
menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa”.

Surah al-Bagarah ayat 241 tersebut menjelaskan tentang kewajiban
suami untuk memberikan mut’ah terhadap mantan istri yang telah
diceraikannya.Mut 'ah yang dimaksud di sini adalah pakaian atau harta yang
diberikan oleh suami kepada istri yang dia ceraikan.’

Kata nafkah sendiri berarti belanja hidup (uang) pendapatan, suami
wajib memberi kepada istrinya rizki, bekal hidup sehari-hari, dan kata iddah
berarti masa tunggu bagi perempuan yang dicerai oleh suaminya. Jadi nafkah
iddahsama juga berarti uang/pendapatan yang bernilai yang dapat dipergunakan
untuk biaya hidup sehari-hari selama dalam masa tunggu bagi perempuan yang
dicerai oleh suaminya.

Natkah mut’ah merupakan pemberian dari suami kepada istri setelah
perceraian, baik itu berupa uang, benda atau pembekalan apa saja sebagai
bantuan atau penghormatan mantan suami kepada mantan istrinya, mut’ah juga
diartikan sebagai penghibur. Nafkah kiswah artinya natkah berupa pakaian atau
sandang.Kiswah ini merupakan kewajiban suami terhadap istrinya.Pakaian yang
dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota

badan. ®Sedangkan nafkah terhadap anak ialah biaya kehidupan yang wajib

*Wahbah Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu; Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-iila’
Istri, Li’an, Zhihar, Masa Iddah, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 9, Cet. I (Jakarta:
Gema Insani, 2011), hlm. 285.

Beni Ahmad Saebani, Figh Munakahat, Cet. VI (Bandung: Pustaka Setia, 2010), him.
44,



ditanggung oleh seorang ayah untuk menjamin dan memenuhi kebutuhan hidup
anak-anaknya sampai anak itu berumur 21 tahun atau telah dewasa dan mampu
mengurus dirinya sendiri tanpa bergantung kepada orangtuanya.’

Anak yang berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya adalah anak yang
masih kecil yang belum mampu mencari nafkah sendiri, anak perempuan yang
miskin sampai ia bersuami, anak yang masih mencari ilmu walaupun ia sudah
dewasa dan sudah mampu mencari rezeki. Kegiatannya mencari ilmu jangan
sampai terganggu karena mencari rezeki.Ulama fikih sependapat bahwa natkah
anak yang wajib diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan pokok anak itu dan
sesuai pula dengan situasi dan kondisi ayah dan anak itu.*Kewajiban membiayai
anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat
dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.’

Aturan tentang nafkah pasca perceraian telah diatur dalam Pasal 80 KHI
ayat (4) huruf (a) disebutkan bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami
menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri”. Kemudian
disebutkan pula dalam Pasallain yaitu Pasal 160 KHI ayat (4) yang mana
“Besarnya mut ‘ahdisesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”. Dalam
hal biaya pengasuhan anak (hadhanah) pasca perceraian menjadi tanggungan
suami berdasarkan kemampuannya sebagaimana yang telah diatur dalam
KHIPasal 156 huruf (d) yakni “Semua biaya hadhanah dan natkah anak menjadi
tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak
tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.

Dalam praktiknya hakim di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
memutuskan perkara Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna bahwa nafkah iddah,

"Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian...,
hlm. 358.

®Ali Hasan, M., Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, Cet. 11 (Jakarta:
Prenada Media Group, 2006), hlm. 225-226.

’ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet. 111, (Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group, 2009), him. 328.



mut’ah, kiswah serta biaya hadhanah terhadap anak di luar batas kemampuan
suami.Kemudian perkara tersebut diajukan banding oleh termohon dan terdaftar
di Mahkamah Syar’iyah Aceh dengan Nomor registrasi 01/Pdt.G/2019/MS-
Aceh.Hakim tingkat banding juga memutuskan terhadap nafkah iddah, mut’ah,
kiswah dan serta biaya hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz di luar
batas kemampuan suami.

Dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor
126/Pdt.G/2018/MS-Bna, majelis hakim memutuskan nafkah iddah sebesar Rp.
5.000.000,- nafkah mut’ahsebesar Rp. 5.000.000,- nafkah kiswah sebesar Rp.
5.000.000,- serta nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,-. Namun suami hanya
mampu memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- selama masa iddah,
nafkah mut’ah sebesar Rp. 1.000.000,- natkah kiswah sebesar Rp. 1. 000.000,-
.Sedangkan  dalam  putusan = Mahkamah Syar’iyah Aceh  Nomor
01/Pdt.G/2019/MS-Aceh, majelis hakim memutuskan besarnya nafkah iddah
sebesar Rp. 3.000.000,- nafkah mut’ah sebesar Rp. 10.000.000,- nafkah kiswah
sebesar Rp. 3.000.000,- serta nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,-.

Besarnya nafkah iddah, mut’ah, kiswah serta biaya hadhanah terhadap
anak yang diputuskan oleh hakim tersebut tidak seimbang dengan pendapatan
atau gaji suami setiap bulannya.Kemudian jumlah nafkah yang telah diputuskan
oleh hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh berbeda jumlahnya dengan putusan
hakim Mahakamah Syar’iyahBanda Aceh.Natkah yang diberikan oleh suami
merupakan hak istri dan anak yang harus dipenuhi, yang mana harus sesuai
dengan kemampuan suami.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk
membahas lebih mendalam permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul
“Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis

Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh) .



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, ada dua
pokok masalah yang dijadikan pembahasan dalam skripsi ini, yaitu:
1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap nafkah pasca perceraian
dalam putusan Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nafkah pasca perceraian

dalam putusan Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh?

C. Tujuan Penelitian
Suatu karya ilmiah tentu mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai.
Adapun tujuan dari pembahasan ini yaitu:
1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap nafkah pasca
perceraian dalam putusan Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap nafkah pasca

perceraian dalam putusan Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Hasil pembahasan ini disusun dalam suatu karya ilmiah dengan judul
“Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis
Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh)”. Untuk
menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah
yang terdapat dalam judul ini, maka berikut dijelaskan beberapa istilah sebagai
berikut:

1. Pertimbangan hakim
Pertimbangan yaitu alasan.Hakim adalah orang yang mengadili

perkara dalam pengadilan atau mahkamah; petugas negara (pengadilan) yang



mengadili perkara; pengadilan.'’Pertimbangan hakim merupakan alasan atau
hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu
perkara.
2. Putusan

Putusanadalah  sesudah  yang  telah  ditentukan  setelah
dipertimbangkan.'' Putusan merupakan hasil atau kesimpulan terakhir dari
sesuatu pemeriksaan perkara.'? Adapun yang dimaksud dengan putusan
dalam penelitian ini merupakan produk Mahkamah Syar’iyah karena adanya
pihak yang bersengketa setelah adanya pemeriksaan perkara.
3. Nafkah pasca perceraian

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, nafkah adalah belanja
untuk memelihara kehidupan.'’Kata pasca menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia ialah sesudah.'*Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU
No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan
dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan
pengadilan”. ' Adapun yang dimaksud dengan nafkah pasca perceraian
dalam penelitian ini adalah pemberian belanja hidup dari mantan suami
kepada mantan istri dan anak setelah putusnya perkawinan baik karena

kematian, perceraian dan putusan pengadilan.

IOSudarsono, Kamus Hukum Edisi Baru, Cet. 1V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm.
156.

""Tri Kurnia Nurhayati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Cet. 1I, (Jakarta: Eska
Media, 2003), hlm. 556.

'Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap, (Semarang: Aneka Ilmu, 1997),
hlm. 695.

“Tri Kurnia Nurhayati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia..., hlm. 473.

14Depar‘cemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. 4, (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1027.

"Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian...,
hlm. 15.



E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap
penelitian atau karya ilmiah yang ada, baik mengenai kekurangan ataupun
kelebihan yang ada sebelumnya. Masalah nafkah pasca perceraian merupakan
salah satu persoalan menarik sehingga telah banyak dikaji dan diteliti oleh
peneliti-peneliti terdahulu, maka dari itu untuk melengkapi karya ilmiah berikut
penulis kemukakan beberapa literatur yang membahas dan mengkaji tentang
nafkah pasca perceraian, diantaranya:

Rasdianur, dengan judul skripsi “Eksekusi Biaya Nafkah Anak Pegawai
Negeri Sipil Pasca Perceraian” Dalam skripsi ini dibahas tentang hak anak
pasca perceraian yaitu hak untuk mendapatkan nafkah serta pemenuhan atas
pendidikan anak yang menjadi kewajiban serta tanggungan orang tua,
khususnya ayah baik sebagai PNS atau lainnya. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui peraturan atau produk hukum formil lainnya terhadap
kewajiban PNS yang bercerai, proses pengeksekusian putusan Mahkamah
Syar’iyah tentang nafkah anak PNS pasca perceraian serta untuk mengetahui
upaya hukum yang harus dilakukan oleh bekas istri kalau suami tidak membayar
nafkah.'®

Nova Andriani, dengan judul skripsi “Kewajiban Nafkah Terhadap Anak
Pasca Perceraian PNS (Studi Interpretasi Hakim Terhadap Pasal 8 PP Nomor
45 Tahun 1990 Dalam Kasus Nomor: 75/Pdt.G/2011/MS-Bna)” Dalam skripsi
ini dibahas tentang penentuan jumlah nominal biaya pemeliharaan anak antara
PNS berbeda dengan non PNS. Secara regulasi telah ditentukan secara khusus
bagi PNS yang ingin melakukan perceraian sebagaimana yang diatur Pasal 8 PP
Nomor 10 Tahun 1943 yang telah diubah menjadi PP Nomor 45 tahun 1990.

Batasan minimal yang harus diberikan oleh PNS kepada anaknya adalah

"“Rasdianur, “Eksekusi Biaya Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian”
(Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Ar-
Raniry, Banda Aceh 2017.



sepertiga dari gajinya.Meskipun secara eksplisit dalam ketentuan tersebut
menyebutkan sepertiga dari gaji PNS diberikan kepada anak, dalam praktek
empiris tidak selalu demikian diputuskan di Pengadilan.'’

Nidaul Hikmah, dengan judul skripsi “Nafkah Madhiyah Terhadap Istri
Yang Dithalak Suami Menurut Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan
Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 21/Pdt.G/2012/MS-Sgi) . Dalam skripsi ini
dibahas tentang Natkah Madhiyah yaitu nafkah terhutang yang harus dibayarkan
oleh suami kepada istri.Namun dalam Putusan Nomor 21/Pdt.G/2012/MS-Sgi
majelis hakim yang berwenang dalam mengadili perkara tersebut membebaskan
suami dari kewajibanya memberikan hak istri berupa nafkah madhiyah
tersebut.'®

Nor Azira binti Ibrahim, dengan judul skripsi “Efektifitas Bahagian
Sokongan Keluarga (BSK) Dalam Menjamin Nafkah Anak Pasca Putusan
Mahkamah (Suatu Kajian di Jabatan Kehakiman Syariah Kelantan)”. Dalam
skripsi ini dibahas mengenai pemberian nafkah kepada anak oleh mantan suami
secara berkelanjutan akan menghindari terjadinya penganiayaan terhadap anak.
Sebenarnya masih banyak kaum perempuan menderita karena kegagalan mantan
suami yang tidak memberi nafkah atau melarikan diri dari tanggung jawab yang
telah diamanahkan, walaupun UU telah mengeluarkan perintah nafkah tetapi
mantan suami tetap ingkar terhadap pembayaran nafkah tersebut.Lahirnya

bahagian sokongan yang membawa harapan kepada masyarakat khususnya

""Nova Andriani, “Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian PNS (Studi
Implementasi Hakim Terhadap Pasal 8 PP Nomo 45 Tahun 1990 Dalam Kasus Nomor:
75/Pdt.G/2011/MS-Bna)” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Jurusan
Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.

"®Nidaul Hikmah, “Nafkah Madhiyah Terhadap Istri Yang Dithalak Suami Menurut
Persfektif Hukum  Islam  (Analisis  Putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Sigli  Nomor
21/Pdt.G/2012/MS-Sgi)” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Jurusan
Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.
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mantan istri yang mengharapkan permasalahan dalam pengabaian nafkah diatasi
dengan sebaik mungkin oleh pihak yang berwajib."”

Zakki Fikri Khairuna, dengan judul skripsi “Hak Nafkah Anak Aparatur
Sipil Negara Setelah Perceraian (Studi Kasus Mahakamah Syar’iyah Banda
Aceh)”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai pertimbangan dan dasar hakim
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam menentukan nafkah anak Aparatur
Sipir Negara, upaya hukum terhadap putusan nafkah anak yang tidak
dilaksanakan suami sebagai Aparatur Sipir Negara, tinjauan hukum Islam
mengenai putusan Mahakamah Syar’iyah Banda Aceh dalam menentukan
nafkah anak Aparatur Sipir Negara.”

Ahmad Syarief, dengan judul jurnal “Tuntutan Nafkah Terhutang
Terhadap Suami Pasca Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Semarang)”.
Dalam jurnal ini dibahas tentang nafkah istri yang tidak dipenuhi selama
perkawinan oleh suami, pihak istri dapat mengajukan gugatan nafkah
terutang/nafkah madhiyah ke Pengadilan pada domisili Termohon. Seorang istri
dapat mengajukan gugatan nafkah terutang terhadap suami melalui dua cara
yaitu melalui rekonvensi/gugat balik dalam perkara cerai talak dan melalui

pengajuan gugatan nafkah terutang tersendiri di Pengadilan.?'

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah hal yang sangat penting dalam sebuah

penelitian. Dalam penyusunan karya ilmiah, metode penelitian merupakan suatu

Nor Azira binti Ibrahim, “Efektifitas Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) Dalam
Menjamin Nafkah Anak Pasca Putusan Mahkamah (Suatu Kajian di Jabatan Kehakiman
Syariah Kelantan)” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Jurusan Hukum
Keluarga, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.

27akki Fikri Khairuna, “Hak Nafkah Anak Aparatur Sipir Negara Setelah perceraian
(Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah
Dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

! Ahmad Syarief, “Tuntutan Nafkah Terutang Terhadap Suami Pasca Perceraian (Studi
Di Pengadilan Agama Semarang)”. Jurnal Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 4, 2016.
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proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan
sistematis, untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap
pertanyaan tertentu.”*Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah
metode kualitatif.Metode kualitatif lebih menekankan pada proses penyimpulan
deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar
fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiyah.” Oleh Karena itu,
untuk penyusunan skripsi ini, penulis melakukan beberapa langkah penelitian
yang meliputi:
1. Pendekatan penelitian
Pendekatan penelitian bertujuan agar penulis mendapatkan informasi
dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari
jawabannya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus (case
approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus
yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.Yang menjadi
kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau
reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu
putusan.Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, ratio
decidendi atau reasoning tersebut merupakan referensi bagi penyusunan
argumentasi dalam pemecahan isu hukum.**
2. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini merupakan jenispenelitian pustaka (library

research).Penelitian pustaka (library research) yaitu suatu penelitian yang

*’Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 2008),
hlm. 18.

BGaifuddin Anwar, Metode Penelitian, Cet. IX, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),
hlm. 5.

24 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. VIII, (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2013), hlm. 158.
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dilakukan di perpustakaan dengan cara membaca dan menelaah sumber-
sumber dari buku-buku, undang-undang dan rujukan lain yang berkaitan
dengan judul skripsi ini, dengan tujuan untuk memperoleh data penelitian.
3. Metode pengumpulan data
Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini
dengan cara mengumpulkan data melalui bahan hukum. Bahan hukum
dalam penelitian dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder. Adapun bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian
ini yaitu:
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat
autoritatif, mempunyai otoritas.Bahan hukum primer terdapat dalam
peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam
pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.? Bahan
hukum primer dalam penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Syar’iyah
Aceh perkara Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh dan Putusan Mahkamah
Syar’iyah Banda Acehperkara Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna.
b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum
yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.Publikasi tentang
hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal
hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.**Bahan hukum
sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang berkaitan dengan
pembahasan skripsi ini. Diantara buku-buku yang digunakan sebagai
rujukan ialah buku Wahbah Zuhaili yang judulnya Figih Islam Wa
Adillatuhu, Sayyid Sabiq yang judulnya Figih Sunnah, Imam Ibnu Katsir

2 Ibid. hlm.181.
2 Ibid.



13

yang judulnya Tafsir Ibnu Katsir, serta buku-buku lainnya yang
berkaitan dengan judul skripsi ini.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan
studi dokumentasi.Studi dokumentasi yaitu mencari dan mempelajari data
mengenai nafkah pasca perceraian yang berupa buku-buku, undang-undang,
berkas perkara Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh dan sebagainya yang
berkaitan dengan penelitian ini.*’
5. Objektivitas dan validitas data

Suatu penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian
telah disepakati banyak orang. Menguji objektivitas (comformability) berarti
menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan.
Maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar
objektivitas.Validitas adalah kebenaran.Kebenaran bagi positivisme diukur
berdasarkan besarnya frekuensi kejadian atau berdasarkan berartinya
(significancy) variansi objeknya.™®
6. Teknik analisis data

Analisis data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah
deskriptif analisis, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan
masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat
dan didengar dari hasil penelitian, baik dilapangan atau teori berupa data-
data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan.”’
7. Teknik penulisan

Buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini, penulis

menggunakan Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh

Y’Syharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2002), him. 206.

*Noeng Muhadjir, Metodologi Keilmuan Paradigma Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed,
Ed. V, (Yogyakarta: Rake Serasin, 2007), hlm. 97.

*Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 63.
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Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Ar-Raniry Darussalam Banda

Aceh tahun 2019.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang penulis gunakan ini terdiri dari empat bab,
sebagai berikut:

Bab satu, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika
penulisan.

Bab dua, membahas tentang nafkah pasca perceraian meliputi pengertian
nafkah pasca perceraian, dasar hukum natkah pasca perceraian, macam-macam
nafkah pasca perceraian dan kadar nafkah.

Bab tiga, membahas tentang analisis putusan hakim Mahkamah
Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh terhadap nafkah pasca
perceraian meliputi gambaran umum Mahkamah Syar’iyah Aceh, dasar
pertimbangan hakim terhadap nafkah pasca perceraian, dan tinjauan hukum
Islam terhadap putusan hakim tentang nafkah pasca perceraian.

Bab empat, adalah pembahasan terakhir dari skripsi ini, yaitu bagian

penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran.



BAB DUA
NAFKAH PASCA PERCERAIAN

A. Pengertian Nafkah Pasca Perceraian

Kata “nafkah” berasal dari infak yang artinya mengeluarkan.Bentuk
jamak dari kata nafkah adalah nafagaat yang secara bahasa artinya sesuatu yang
diinfakkan  atau  dikeluarkan  oleh  seseorang untuk  kebutuhan
keluarganya. Adapun natkah menurut istilah adalah kelengkapan atau kecukupan
yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat
tinggal.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah merupakan belanja
untuk hidup, pendapatan, dan bekal hidup sehari-hari.*'

W. J. S. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia
mengartikan nafkah dengan pengertian:

1. Belanja untuk memelihara kehidupan;

2. Rezki; makanan sehari-hari;

3. Uang belanja yang diberikan kepada istri;

4. Berupa gaji, uang pendapatan, mencari rezki, bekerja dan sebagainya
untuk hidup, suami wajib memberikan kepada istrinya uang
pendapatannya.

Dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
disebutkan “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Demikian
pula disebutkan dalam Pasal 80 ayat (2) KHI.Jadi yang dimaksud dengan nafkah

ialah pemberian dari seorang suami untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan

®Wahbah Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, dan
Warisan, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 10, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.
94,

31Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia..., hlm. 947.

32K hairizzaman, Nafkah Istri Dalam Persfektif Fikih, (Banda Aceh: Dinas Syari’at
Islam Pemerintah Aceh, 2011), him. 34.

15
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pokok keluarganya baik istri ataupun anaknya berdasarkan keadaan dan kondisi
daerah tempat tinggalnya, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.

Pasca menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sesudah.’’Pasca
adalah setelah atau usai.Pasca juga dapat diartikan sehabis.Dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia, perceraian merupakan perpisahan, perpecahan, kehancuran,
perihal bercerai antara suami istri.’* Dalam bahasa Arab perceraian sering
disebut dengan al-furqahmasdar hakiki dari al-iftiraq, ada juga menyebutnya
masdar dari kata faraga yang artinya khilaful jam’i, lawan kata dari
berkumpul.Namun yang dimaksud oleh ulama adalah putusnya ikatan suami-
istri.Meskipun demikian, dalam mengakhiri ikatan pernikahan, ulama madzhab
tidak menggunakan istilah al-firgahakan tetapi menggunakan istilah talak.”

Istilah perceraian tercantum dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang
memuat bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas
keputusan pengadilan. Jadi, kata perceraian secara yuridis berarti putusnya
perkawinan, yang mengakibatkan berakhirnya ikatan sebagai suami-istri atau
berhenti berlaki-bini (suami-istri).’°Perceraian dapat timbul akibat talak yang
berasal dari pihak suami, akibat khulu’ atas inisiatif istri, dan akibat fasakh atas
inisiatif pihak ketiga seperti syigaq, nusyuz, li’an, ila’ dan zihar.Dengan
demikian perceraian lebih umum dari talak, karena dapat terjadi akibat beberapa
faktor.”’

Dalam Pasal 115 KHI disebutkan bahwa “perceraian hanya dapat
dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama

tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak™. Jadi

33Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia..., hlm. 1027.
*Ibid, him. 261.

3 Agustin Hanapi, Perceraian Dalam Persfektif Figh & Perundang-undangan
Indonesia, Cet. 1, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2013), hlm. 32-33.

**Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian...,
hlm. 15.

37Agustin Hanapi, Konsep Perceraian Dalam Islam, Cet. 1, (Banda Aceh: Sahifah,
2018), hlm. 196.
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yang dimaksud dengan perceraian di sini ialah berakhirnya ikatan perkawinan
antara suami-istri dikarenakan ada beberapa sebab dalam kehidupan rumah
tangga mereka baik yang berasal dari pihak suami maupun dari pihak istri.
Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nafkah
pasca perceraian merupakan pemberian dari seorang suami untuk mencukupi
keperluan dan kebutuhan pokok mantan istri dan anak-anaknya berdasarkan
keadaan dan kondisi tempat tinggalnya, seperti makanan, pakaian, rumah, dan

sebagainya sesudah putusnya hubungan perkawinan antara suami-istri karena

ada sebab.

B. Dasar HukumNafkah Pasca Perceraian

Nafkah ialah tanggung jawab suami kepada istrinya yang telah
ditetapkan berdasarkan al-Qur’an, hadits dan peraturan perundang-
undangan.Perempuan yang taat dalam iddah raj’iyah berhak menerima tempat
tinggal (rumah), pakaian, dan semua kebutuhan hidupnya, dari yang menalaknya
(bekas suaminya).Dasar hukum yang mengatur tentang nafkah pasca perceraian

yaitu:
1. Al-Qur’an

Ketentuan tentang nafkah pasca perceraian dibahas dalam al-Qur’an

surah al-Baqgarah ayat 236
st Jo B Ry B 1o 5 3 EALS L <Ll Al o) Sl 12 Y
et Je Gs Ol Bl 33 A0 Jeg 538
“tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu
menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan
sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu
mut’ah (pemberian) kepada mereka.Orang yang mampu menurut
kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula),

yaitu pemberian menurut yang patut.Yang demikian itu merupakan
ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.



18

Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan;
melalui ayat ini Allah memperbolehkan mencerai istri sesudah akad nikah
sebelum menggaulinya. Ibnu Abbas, Thawus, Ibrahim dan Hasan Al-Bashri
berkata, “maksud dari kata al-massu adalah nikah”. Bahkan Allah
memperbolehkan mencerai istri sebelum menggauli dan menetapkan
maharnya, sekalipun tanpa mahar sangat menyakitkan hatinya. Maka dari itu
Allah memerintahkan untuk memberinya sesuatu yang dapat menyenangkan
hati si istri, sebagai ganti apa yang sudah hilang dari istri. Hal ini diberikan
sesuai dengan kemampuan suami, baik dia kaya ataupun miskin.*®

At-Tsauri meriwayatkan dari Ismail bin Umayyah, dari Ikrimah
bahwa Ibnu Abbas berkata, “mut’atu thalag (sesuatu yang diberikan untuk
istri yang dicerai) paling besar adalah budak, kemudian mata uang, dan
paling kecil adalah pakaian”. Ali bin Abi Thalib berkata bahwa Ibnu Abbas
berpendapat, sekiranya si suami tergolong orang kaya lalu yang harus
diberikan untuk istri yang dicerainya adalah budak (pelayan) atau yang
sebanding dengan itu, akan tetapi jikalau si suami tergolong orang miskin,
maka ia memberikan tiga baju.”’

Dalam gaulul jadid, Tmam Syafi’i berpendapat bahwa pihak suami
tidak bisa dipaksa untuk membayar dengan jumlah tertentu, kecuali jumlah
minimal dalam mut’ah(pemberian), dan yang paling disukai minimal sesuatu
yang layak untuk menutup aurat dalam shalat. Sedangkan dalam gaulul
gadim beliau berkata, “saya tidak mengetahui kadar minimal mut’ah yang
wajib diberikan oleh suami kepada istri yang dicerai, namun menurut saya
yang baik ia memberikan tiga puluh dirham, hal ini sebagaimana yang

diriwayatkan Ibu Umar.*

*¥Imam Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, terj: Arif Rahman Hakim dkk., Jilid 2, Cet. II,
(Jawa Tengah: Penerbit Insan Kamil, 2016), hlm. 353.

3Ibid. him. 354.
OIbid.
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Surah at-Thalaq ayat 6 juga menegaskan:

govgfyogww;angj;@wrxwwW

dﬁﬁ‘vgwa‘)u")}"‘ yuv—Qu’%‘dU% 2 & wau
6J.>—\‘dc~ﬂfmﬁf Udu\

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah
ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada merekanafkahnya hingga
mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu
untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah
di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui
kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.
Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan
bahwa banyak ulama di antaranya adalah Ibnu Abbas dan sekelompok ulama
Salaf dan Khalaf mengatakan bahwasanya ayat ini berkaitan dengan talak
ba’in.Jika dia ditalak dalam keadaan hamil, maka dia harus diberi nafkah
sampai melahirkan kandungannya.Mereka berdalil bahwa wanita yang
ditalak ra@j’i itu harus diberi nafkah, baik dalam keadaan hamil atau tidak.
Para ulama yang lain mengatakan bahwa redaksi ayat ini secara keseluruhan
berkaitan dengan wanita yang ditalak raj’i.*' Allah memerintahkan kepada
seorang suami yang menalak istrinya agar menempatkan istrinya itu dimana
dia bertempat tinggal sampai si istri tersebut selesai menjalani masa

iddahnya, yakni di sisi suami sesuai dengan kesanggupannya.

Pada ayat berikutnya at—Thalaq: 7, Allah juga berfirman:
i‘}[ L@.Z_’/ﬁ)\ fn.li,'i/f‘ﬁﬁ\s 3Gz 9.AML.9“ fﬂ.;;) A )..U JJWJWJJM

g di B st WERG

”Hendaklah  orang yang mampu memberl natkah  menurut
kemampuannya.Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi
nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan

\o—

“mam Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, terj: Arif Rahman Hakim dkk., Jilid 10, Cet. II,
(Jawa Tengah: Penerbit Insan Kamil, 2016), hlm. 213.
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beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan
kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah
kesempitan”.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir menyebutkan hendaklah
seseorang memberikan nafkah kepada anak dan istrinya sesuai dengan
kemampuan yang dimilikinya, yaitu dari harta yang telah Allah berikan
untuknya.*” Maksudnya ialah Allah tidak memberatkan seorang suami agar
memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya kepada
anak dan istrinya, sebagaimana Allah juga telah mengatakan dalam surah
yang lain yakni Allah tidak membebankan seseorang melainkan sesuai

dengan kesanggupannya.
2. Hadits

Perempuan yang taat dalam iddahraj iyah berhak menerima tempat
tinggal, pakaian dan semua kebutuhan hidupnya dari suami yang
menalaknyasama seperti perempuan yang belum ditalak oleh suaminya,
tetapi jika pihak istri berbuat durhaka, maka si istri tidak berhak menerima

apapun. Dari Aisyah ra, Rasulullah saw bersabda:

WO gy bt a8 B A Jgey e OLde ) 3l dze ey s s

Sl o I LY o 4y 088 b 2R e ghon ¥ ms ) Olide

L Goal b od b o gl 82 Ja S L e S 3 3 Jo b adde s
(ahe 3ine) el 4G5 S

“Hindun binti ‘Utbah, istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah
Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, lalu dia berkata, ‘Wahai Rasulullah,
sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir, dia tidak memberiku
nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku, kecuali sebagian hartanya
yang aku ambil tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa dalam hal

2Ibid. hlm. 214.
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tersebut?’Beliau menjawab, ‘Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik
yang cukup untukmu dan anak-anakmu’.” (Muttafaq ‘Alaihi).*

Maksud dari hadits tersebut ialah dibolehkan mengambil sesuatu
yang menjadi kebutuhan atau keperluan akan tetapi hanya sewajarnya saja
yaitu secukupnya tidak berlebihan (melampaui batas). Hadits tersebut
membolehkan penggunaan istilah “secukupnya” dengan syarat dilakukan
dengan cara yang baik. Cara yang baik di sini sama sekali tidak
menyebutkan sesuatu dengan ukuran tertentu. Akan tetapi, melainkan
sesuatu yang dianggap baik sesuai dengan situasi, kondisi, tempat dan
waktu.**

Dapat disimpulkan bahwa banyaknya nafkah yang wajib diberikan
oleh suami adalah sebatas memenuhi segala keperluan dan kebutuhan serta
mengingat kondisi dan kemampuan orang yang memiliki tanggung jawab
terhadap keluarganya menurut kebiasaan masing-masing tempat.45 Ayat-ayat
al-Qur’an dan hadits Rasulullah tersebut dianggap cukup untuk memastikan
adanya kewajiban nafkah dari diri suami untuk istrinya.Kewajiban ini
merupakan suatu ganjaran atau balasan dari suami kepada istrinya yang

sudah sanggup menjadi istrinya.*
3. Undang-undang

Berkaitan dengan tanggung jawab suami kepada bekas istrinya dalam
hal memberikan nafkah tidak hanya diatur dalam al-Qur’an dan hadits,

namun juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu terdapat

* Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulugh Al-Maram Min Adillah Al-Ahkam, ed. In

Bulughul Maram (Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam), terj: 1zzudin Karimi,
Cet. IV, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 617.

*Syekh Kamil Muhammad *Uwaidah, 41’Jami’ Fii Fighi An-Nisa’, ed. In Figih Wanita

Edisi Lengkap, terj: Achmad Zaeni Dachlan, Cet. II, (Jawa Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008),
hlm. 482-483.

*Sulaiman Rasjid, Figh Islam, Cet. 80, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), him.

*Khairizzaman, Nafkah Istri Dalam Persfektif Fikih..., hlm. 41-42.
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dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c), yaitu “Pengadilan dapat
mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan
dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.

Selain dalam Undang-Undang Perkawinan, aturan tentang kewajiban
suami memberikan nafkah kepada bekas istri yang dicerai juga diatur dalam
KHI Pasal 149 huruf (a), (b), dan (d). “Bilamana perkawinan putus karena
talak, maka bekas suami wajib: (a) Memberikan mut’ah yang layak kepada
bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut gabla al-
dukhul; (b). Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama
dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan
dalam keadaan tidak hamil; (d). Memberikan biaya hadhanah untuk anak-
anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.Selain dalam pasal itu juga
disebutkan dalam pasal lain yaitu Pasal 152 KHI, yaitu “bekas istri berhak
mendapatkan natkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz”.

Terkait dengan kadar nafkah pasca perceraian tidak diatur secara
khusus melainkan disesuaikan dengan kemampuan suami, sebagaimana
yang disebutkan dalam KHI Pasal 80 ayat (4) huruf (a), yaitu “sesuai dengan
penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman
bagi istri”.Selain dalam Pasal 80 KHI tersebut, juga disebutkan pula dalam
Pasal 160 ayat (4) KHI, yaitu “Besarnya mut ahdisesuaikan dengan
kepatutan dan kemampuan suami”.Berkenaan dengan biaya pengasuhan
anak pasca perceraian telah diatur dalam KHI Pasal 156 huruf (d), yaitu
“Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut
kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan
dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan apabila
perkawinan itu putus maka bekas suami masih mempunyai kewajiban
memberikan naftkah kepada bekas istrinya selama masa iddah dan kepada

anak-anaknya sampai mereka dewasa berdasarkan putusan pengadilan.
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C. Macam-Macam Nafkah Pasca Perceraian

Nafkah lahir dan nafkah batin dalam kehidupan sehari-hari sering kita
dengar penyebutannya,yang dimaksud dengan nafkah ialah pemberian suami
kepada istrinya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal, sedangkan nafkah
batin termasuk kepada sub pokok pembahasan hak dan kewajiban suami-istri.
Dalam hal ini hak istri ada dua yaitu berupa kebendaan (materi) dan bukan
kebendaan.Yang termasuk dalam kebendaan (materi) adalah sandang, papan,
pangan.Sedangkan bukan kebendaan adalah nafkah batin (digauli), tidak
mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan istri dan mendapatkan
pendidikan yang layak.*’

Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (2) KHI menyebutkan
bahwa “‘suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan
memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.Hak istri untuk
mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal
80 ayat (3) KHI yaitu “suami wajib memberikan pendidikan agama kepada
istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan
bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa”.

Dampak hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban
mantan suami-istri menurut Pasal 41 huruf (¢c) UU No. 1 Tahun 1974 sesuai
dengan hukum Islam. Menurut penjelasan Mahmud Yunus, bilamana terjadi
perceraian antara suami dan istri menurut hukum Islam, maka akibat hukumnya
ialah dibebankannya kewajiban mantan suami kepada mantan istrinya untuk
memberikan natkah mut’ah yang patut berupa uang atau barang dan membiayai
nafkah hidup, pakaian, dan tempat tinggal selama mantan istri masih

menjalankan masa iddah, serta membayar mas kawin, perjanjian taklik talak dan

*'Dwi Suratno dan Emi Suhasti, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI
Di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita”. Al-Ahwal, Vol. 8,
No. 1, 2015.
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perjanjian lain. * Diantara nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami

kepada mantan istri dan anaknya yaitu:
1. Nafkah iddah

Nafkah merupakan belanja untuk hidup, pendapatan, dan bekal hidup
sehari-hari.*Iddah ialah masa menunggu atau tenggang waktu sesudah jatuh
talak serta suami dapat merujuk kembali istrinya yang mana si istri belum
boleh melangsungkan perkawinan baru.° Jadi nafkah iddah merupakan
pendapatan suami yang wajib diberikan kepada istri guna untuk memenuhi
kebutuhan pokok selama masa tunggu sampai habis masa iddahnya itu.

Perempuan yang menjalani iddah karena talak raj’i masih tetap
mempunyai hak untuk menerima nafkah dan tempat kediaman, kecuali jika
si istri tersebut nusyuz. Perempuan yang beriddah karena suaminya wafat
juga menerima hak yang sama, berdasarkan pendapat yang azhar.”'

Perempuandalam masa iddah talak raj’i atau hamil berhak

memperoleh nafkah, karena Allah SWT berfirman:

e

S5 YT EST 0l Eatle kel FASTAINS 1505 3 (ASL Eis G BASC
PR N \hly hipl DA 50 Al O BilE oag B Belle 1l

AT A foted F08 Ol
“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka
untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang
sudah di talaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu
nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan
(anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan

*Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian...,
him. 401.

49Depar‘cemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia..., hlm. 947.

**Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian...,
him. 401.

S'Wahbah Zuhaili, Figih Imam Syafi’i, terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jilid 3,
Cet. II, (Jakarta Timur: Almahira, 2012), hlm. 21.
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musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan

jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan

(anak itu) untuknya”.**

Tiga istilah yang dinyatakan oleh ayat diatas yaitu:
Maskanah, artinya tempat tinggal;

b. Infaq, yang diartikan dengan nafkah;

c. Ujrah, artinya upah.

Tiga istilah yang tertera di atas berkaitan dengan kewajiban suami
atau mantan suami untuk memberi tempat kediaman atau nafkah lahir untuk
istrinya atau mantan istrinya selama istrinya itu menjalani masa iddah dan
memberi upah kepada seorang ibu yang menyusui anaknya.Demikian pula
anjuran untuk memberikan nafkah kepada istri yang dicerai yang mana istri
tersebut sedang hamil sampai dia melahirkan. Apabila telah habis masa iddah
si istri, maka berakhirlah kewajiban suami untuk memberikan tempat
kediaman dan nafkah terhadap mantan istrinya itu.

Akibat putusnya perkawinan telah diatur dalam perundang-undangan
terkait kewajiban suami kepada mantan istrinya, baik berupa nafkah atau
tempat kediaman. Kewajiban memberikan nafkah dari mantan suami diatur
dalam Pasal 41 huruf (¢) UU No. 1 Tahun 1974 yakni “pengadilan dapat
mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan
dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”’. Dari isi pasal itu
dapat dipahami bahwa maksud pengadilan di situ ialah hakim, karena hakim
yang dapat membebankan kepada mantan suami agar memberikan biaya
penghidupan kepada mantan istri, serta hakim dapat menentukan dan
memutuskan berapa biaya yang harus diberikan kepada mantan istri tersebut.

Selain dalam Pasal 41 huruf (c) tersebut terkait dengan kewajiban

suami memberikan nafkah untuk mantan istrinya juga diatur dalam KHI

>2QS. Ath-Thalaq (65): 6.

>’Beni Ahmad Saebani, Figh Munakahat 2, Cet. VI, (Bandung: Pustaka Setia, 2010),
hlm. 24.
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Pasal 152 yaitu “bekas istri berhak mendapat natkah iddah dari bekas
suaminya, kecuali bila ia nusyuz”. Dapat dipahami bahwa apabila istri tidak
nusyuz selama dalam perkawinan kepada suaminya kemudian antara mereka
terjadi perceraian maka mantan istri berhak mendapatkan natkah iddah dari
mantan suaminya demikian pula sebaliknya apabila mantan istri itu nusyuz
maka dia tidak berhak menerima nafkah iddah dari mantan suaminya itu.

Kewajiban mantan suami terhadap mantan istri berupa tempat
kediaman telah diatur dalam KHI Pasal 81 disebutkan bahwa:

a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-
anaknya, atau mantan istri yang masih dalam iddah.

b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak atau memadai
untuk selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau
iddah wafat.™*

2. Natkah mut’ah

Salah satu kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya ialah
memberi mut’ah (memberikan untuk mengembirakan hati) kepada bekas
istri.Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya sepatutnya memberikan
mut’ah kepada bekas istrinya itu.Mut ah itu bisa berupa pakaian, barang-
barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami.”

Mut’ah adalah pakaian atau harta yang diberikan oleh suami kepada
istri yang dia ceraikan guna untuk menghibur hati si perempuan, dan untuk
menghapus rasa sakit akibat perpisahan.Mut’ah juga merupakan harta yang

diberikan suami untuk istri yang ditalaknya, harta itu dapat berupa pakaian,

sandang, nafkah, pelayan, atau selainnya.Banyak nominalnya tergantung

**Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, Cet. TV,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 176.

*>Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian...,
hlm. 402.
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berdasarkan kondisi ekonomi suami.’*Firman Allah dalam QS al-Baqarah
(2): 241

:;}ézij\ J./C« \25— g./)j}:.fj\j }}t\..:.; Q)Mj
“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh

suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi
orang-orang yang bertaqwa”.

Dalam mazhab Hanafi, mut’ah disunnahkan untuk setiap perempuan
yang diceraikan kecuali untuk perempuan mufawwidhah, yaitu perempuan
yang kawin tanpa mahar dan diceraikan sebelum terjadi persetubuhan, atau
perempuan yang ditentukan untuknya mahar fasid atau ditentukan mahar
setelah akad.Menurut mazhab Maliki, sesungguhnya mut’ah disunnahkan
bagi setiap perempuan yang ditalak.’’Mazhab Syafi’i berpendapat, mut’ah
wajib untuk setiap perempuan yang diceraikan, kecuali perempuan yang
diceraikan sebelum digauli yang telah ditentukan mahar untuknya, maka dia
hanya cukup mendapat setengah bagian mahar.®

Dalam KHI yang dimaksud dengan mut’ah adalah pemberian bekas
suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.”
Ketentuan tentang memberikan nafkah mut’ah diatur dalam Pasal 158 KHI,
yakni:

Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:
a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba 'da al dukhul.
b. Perceraian itu atas kehendak suami.

*®Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Fighus Sunnah Lin Nisa: Panduan Fikih
Lengkap Bagi Wanita, terj: Irwan Raihan dan Ahmad Dzulfikar, Cet. IV, (solo: Pustaka Arafah,
2017), hlm. 766.

>"Wahbah Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu; Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-iila’
Istri, Li’an, Zhihar, Masa Iddah..., hlm. 286.

31bid, him. 287.
*Pasal 1 huruf j KHI.
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Dari pasal itu dapat dipahami bahwa apabila telah ditetapkan mahar
bagi istri ba’da al dukhul dan perceraian yang terjadi karena keinginan istri
(talak ba’in) maka istri itu tidak berhak mendapatkan natkahmut’ah.

Ketentuan tentang nafkah mut’ah juga juga diatur dalam Pasal 160
KHI yaitu “Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan
suami”.Maksud dari pasal tersebut ialah berapa jumlah natkah mut’ah yang
wajib diberikan suami yaitu sesuai dengan kemampuan suami yang
ditetapkan dan diputuskan oleh hakim dalam persidangan dikarenakan tidak
adanya aturan khusus yang mengatur tentang besarnya biaya nafkah yang
wajib diberikan oleh suami melainkan berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan hakim.
3. Nafkah kiswah

Nafkah kiswah artinya nafkah berupa pakaian atau sandang.Kiswah
ini merupakan tanggung jawab suami kepada istrinya.Oleh karena itu,
kiswah merupakan hak istri.Pakaian yang dimaksud adalah semua keperluan
dan kepentingan yang erat kaitannya dengan anggota badan.Suami
hendaknya memberikan nafkah kiswahterhadap istrinya berupa pakaian
untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan batiniahnya. ““Di samping
berupa pakaian, nafkah kiswah mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Biaya pemeliharaan jasmaniah istri;
b. Biaya perawatan kesehatan;
c. Biaya keperluan perhiasan;
d. Biaya kebutuhan rekreasi; dan
e. Biaya lain yang tidak terduga.®'
Dalam undang-undang perkawinan tidak diatur secara khusus berapa

kadar nafkah kiswah yang harus diberikan oleh mantan suami kepada

177.

%°Beni Ahmad Saebani, Figh Munakahat 2..., hlm. 44.
"Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.
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mantan istrinya sama halnya dengan nafkah iddah dan natkah mut’ah. Kadar

nafkah kiswah juga ditetapkan berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan

hakim.
4. Nafkah anak

Kewajiban seorang ayah kepada anaknyaialah memberikan nafkah,
mulai dari keperluan hidupnya sampai dengan keperluan pendidikannya.
Para ulama ada yang menyatakan sampai anak itu berusia 21 tahun, namun
ulama lain menetapkan sampai anaknya baligh atau menikah.Jika pendidikan
terus berlanjut sampai sarjana, umumnya anak berusia 24 tahun, sehingga
orang tua wajib membiayai anaknya sampai berusia 24 tahun.Bahkan
apabila mampu, si ayah mencukupi kebutuhan anaknya sampai lebih dari
sarjana.Namun, menurut ulama Syafi’iyah, yang terpenting adalah anak
mendapat mata pencaharian dan dapat mencari nafkah sendiri.®

Dalam undang-undang perkawinan diatur tentang kewajiban
pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak, bahwa kedua orang tua wajib
memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban
orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 ini
berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban ini terus
berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Berdasarkan isi
Pasal 45 UU No.l Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dapat
dipahamibahwa kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-
anaknya berlangsung sampai anak-anak tersebut kawin atau mampu berdiri
sendiri.”

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati memaparkan pendapatnya
mengenai akibat hukum perceraian terhadap nafkah anak secara lebih rinci,

sebagai berikut:

188.

52Beni Ahmad Saebani, Figh Munakahat 2..., him. 23.
3Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Cet. 111, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), him.
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a. Kewajiban ayah untuk membiayai anaknya tidak gugur karena
putusnya perkawinan akibat adanya perceraian.

b. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah (sampai anaknya
dewasa atau mampu berdiri sendiri), walaupun pemeliharaan anak
tidak padanya.

c. Bilamana ayah tidak mampu memberi biaya pemeliharaan
(penghidupan), maka pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu juga
ikut menanggung biaya hidup anak.

d. Apabila ayah tidak menjalankan putusan pengadilan untuk
membiayai pemeliharaan anak, maka seorang (mantan) istri dapat
membuat permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama
atau Pengadilan Negeri di mana proses perceraiannya dilakukan.®*
Memperhatikan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa

Pasal 41 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 adalah wujud normatif dari upaya
negara demi melindungi hak-hak anak sesudah terjadi perceraian dari kedua
orangtuanya, berdasarkan fungsi negara hukum mengaku dan melindungi
HAM.Anak berhak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan dari kedua
orangtuanya, baik ibu ataupun ayahnya. Sesudah bercerai status suami
menjadi duda dan status istri menjadi janda, akan tetapi sesudah perceraian
terjadi status anak dan orang tua tidak akan berubah, tidak ada sebutan
mantan anak dan mantan orang tua.

Hak untuk dipeliharanya anak ini lebih mengacu pada pemenuhan
kebutuhan secara lahiriah.Anak-anak mempunyai hak untuk mendapatkan
pemeliharaan anggota jasmaninya dari kedua orangtuanya.Tugas kedua
orang tua dalam melindungi dan mengasuh anak-anak mereka dapat berupa

pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang merupakan

%“Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian...,
hlm. 372.
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kebutuhan primer hingga jika memungkinkan pemenuhan kebutuhan
tesier.”’

Lebih lanjut, Sudarsono menjelaskan bahwa biaya perawatan dan
pendidikan anak-anak ialah tanggung jawab dari ayah, besarnya jumlah
nominal keperluan si anak dalam hal perawatan dan pendidikannya
ditentukan oleh hakim setelah perkawinan dinyatakan putus di muka
Pengadilan, serta besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansial si
ayah dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan pada si ayah.
Berdasarkan pertimbangan hakim, apabila si ayah menurut pandangan hakim
pada kenyataannya tidak cukup finansial untuk mencukupi kebutuhan si
anak, maka pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu ikut menanggung
biaya terhadap anaknya itu.Jika berdasarkan pandangan hakim, baik ibu
ataupun ayah dianggap sama-sama tidak berkecukupan untuk menanggung
biaya terhadap anak, maka pengadilan dapat mengangkat seorang wali.®

Berkenaan dengan biaya perawatan dan pendidikan anak
sebagaimana dijelaskan diatas telah diatur dalam KHI Pasal 156 huruf d
yaitu “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah
menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa
dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.Besarnya biaya hadhanah
tersebut ditentukan oleh hakim berdasarkan kemampuan si ayah karena tidak
diatur secara khusus dalam undang-undang perkawinan dan KHI melainkan

berdasarkan pertimbangan dan ijtihad hakim.

D. Kadar Nafkah

Pada asasnya berapa kadar nafkah yang patut diberikan oleh suami

kepada istrinya ialah dapat mencukupi keperluan secara wajar, di antaranya

81bid, him. 373.
% 1bid him. 374.
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meliputi keperluan makan, pakaian, perumahan dan lain sebagainya. Prinsip
“mencukupi keperluan” dapat diperoleh dari hadits Nabi yang berkenaan dengan
dibenarkannya seorang istri mengambil uang suaminya tanpa izin bilamana
nafkah yang diberikan itu tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.®’

Kata ma’ruf yang dipergunakan al-Qur’an dan hadits untuk memberi
ketentuan kadar nafkah, bermakna bahwa natkah itu diberikan secara wajar
(sedang, cukup, tengah-tengah, tidak kurang dari kebutuhan tetapi tidak pula
berlebihan), sesuai tingkat hidup dan keadaan istri serta kemampuan suami.
Termasukma ruf bagi suami yang berpangkat tinggi berbeda dengan suami
pangkat rendah dan sebagainya.Selain itu kata ma ruf dapat bermakna pula hal-
hal yang memang dirasakan sebagai kebutuhan hidup, seperti alat-alat rumah
tangga, alat-alat kerapian tata busana yang tidak melampaui batas, bahkan
termasuk juga perhiasan seperlunya bilamana memang suami mampu, dapat
termasuk hal-hal yang wajib diperhatikan suami.®®

Imam Syafi’i menyebutkan, “yang dimaksud nafkah di sini ada dua
macam, yaitu: nafkah orang yang dalam keadaan miskin dan nafkah orang yang
dalam keadaan kaya. Adapun bagi orang yang dalam keadaan miskin, maka ia
cukup memberikan satu mud makanan pokok yang berlaku di negeri tempat ia
tinggal untuk istri dan pembantunya. Serta cukup pada setiap minggunya
memberikan satu rithal daging, selain hal tersebut, Imam Syafi’i mengatakan
suami juga berkewajiban memberi pakaian yang layak dan wajar di
lingkungannya. Selanjutnya apabila suaminya itu termasuk seorang yang berada,
maka ia berkewajiban memberi istrinya dua mud. Juga lauk dan daging yang
jumlahnya dua kali lipat daripada yang diberikan oleh suami yang dalam
keadaan miskin.Suami juga harus memberi minyak dan sisir.Sedangkan kepada

pembantunya, maka suami harus memberikan satu seperempat mud.Terkait

"Hamid Sarong, A., Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Cet. 11, (Banda Acch:
Yayasan peNA, 2005), hlm. 115.

8 1bid.
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dengan kadar nafkah ini, Imam Syafi’i mengatakan, “bagi orang miskin dan
berada dalam kesulitan adalah satu mud. Sementara bagi orang yang berada
dalam kemudahan adalah dua mud, dan yang berada di antara keduanya adalah
satu setengah mud”.%’

Dalam pandangan Abu Hanifah, “bagi orang yang berada dalam
kemudahan, maka ia wajib memberikan tujuh sampai dengan delapan dirham
pada setiap bulannya, dan bagi yang berada dalam kesulitan dapat memberikan
empat sampai lima dirham pada setiap bulannya”. Sebagian dari sahabat Abu
Hanifah mengemukakan: “ukuran ini diberikan untuk kebutuhan makanan dan
untuk selain makanan menggunakan ukuran secukupnya”. Disebutkan dalam
kitab ar-Raudhah, “yang benar adalah pendapat yang mengatakan tidak
diperlukan adanya ukuran tertentu, yang demikian itu dikarenakan adanya
perbedaan waktu, tempat, keadaan, dan kebutuhan dari setiap individu, dimana
ada orang yang membiasakan keluarganya makan hanya dua kali dalam satu
hari. Di daerah lain, ada yang membiasakan makan tiga kali dalam satu hari,
justru ada juga yang sampai empat kali dalam satu hari, serta kondisi yang
berbeda antara setiap individu. Ada sebagian orang yang kebutuhan makannya
hanya satu sha’ atau lebih, ada juga yang setengah sha’, dan sebagian lainnya
kurang dari itu.”

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa nafkah pasca
perceraian yang termasuk di dalamnya nafkah iddah, natkah mut’ah, natkah
kiswah, dan nafkah anak merupakan kewajiban suami yang wajib diberikan
apabila putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri.Nafkah yang
diberikan oleh suami tersebut bertujuan untuk memenuhi keperluan dan
kebutuhan pokok mantan istri dan anak-anaknya.Nafkah bagi mantan istri

tersebut berlaku selama masa tunggu bagi istri yang berpisah dengan suaminya

9Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai
Syari’at..., hlm. 444,

"Syekh Kamil Muhammad *Uwaidah, 41’Jami’ Fii Fighi An-Nisa’, ed. In Figih Wanita
Edisi Lengkap..., hlm. 482-483.
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sebelum istri itu menikah kembali dan sampai habis masa iddahnya tujuannya
agar mengetahui kebersihan rahim si istri.Nafkah bagi anak berlaku sampai
anaknya dewasa atau mampu mengurus dirinya sendiri.

Tidak terdapat aturan khusus yang mengatur tentang batasan minimal
dan maksimal kadar nafkah pasca perceraian yang wajib diberikan oleh mantan
suami kepada mantan istri dan anak-anaknya baik dalam undang-undang
perkawinan atau KHI, melainkan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan
suami. Besarnya kadar natkah yang wajib diberikan suami kepada mantan istri
dan anaknya ialah berdasarkan putusan hakim. Hakim mempunyai wewenang
untuk menentukan besarnya kadar nafkah pasca peceraian berdasarkan

pertimbangan-pertimbangannya.



BAB TIGA
ANALISIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR’IYAH
ACEH NOMOR 01/Pdt.G/2019/MS-ACEH TERHADAP
NAFKAH PASCA PERCERAIAN

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar’iyah Aceh

Mahkamah Sya’iyah merupakan lembaga peradilan yang menurut UU
No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa
Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibentuk untuk menjalankan
Peradilan Syari’at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian
dari sistem Peradilan Nasional. Undang-undang ini menyatakan bahwa
kewenangan lembaga baru ini didasarkan atas syari’at Islam dalam sistem
hukum nasional yang akan diatur dalam qanun Provinsi Nanggroe Acech
Darussalam. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa kewenangan ini hanya
berlaku bagi pemeluk agama Islam.”"

Mahkamah Syar’iyah Aceh adalah lembaga peradilan yang istimewa,
karena lembaga ini diberi kewenangan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang
selama ini diselesaikan oleh peradilan umum. *Mahkamah Syar’iyah Provinsi
Aceh adalah Lembaga Peradilan Syari’at Islam di Aceh sebagai pengembangan
dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H, yang
bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2003. Pengembangan ini sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kepres
Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor
10 Tahun 2002. Sebagai wujud pengalihan dari Pengadilan Agama ke
Mahkamah Syar’iyah, kini terdapat satu Mahkamah Syar’iyah sebagai
pengadilan banding di Banda Aceh, dan 19 Mahkamah Syar’iyah sebagai

""Hamid Sarong dan Husnul Arifin Melayu, Mahkamah Syar’iyah Aceh Lintasan
Sejarah dan Eksistensinya (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), hlm. 71-72.

Ibid., hlm. 55.
35
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pengadilan tingkat pertama di kabupaten/kota di seluruh Nanggroe Aceh
Darussalam.Kemudian  sampai  Tahun 2017 Mahkamah  Syar’iyah
kabupaten/kota di seluruh Nanggroe Aceh Darussalam sudah berjumlah 20
Mahkamah Syar’iyah. ° Sebelumnya lembaga ini dikenal dengan nama
Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh. Wilayah hukum (Yurisdiksi)
Mahkamah Syar’iyah Provinsi Aceh secara umum mencakup seluruh wilayah
hukum Provinsi Aceh.”

Berdasarkan PP No. 29 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Aceh yang kemudian diubah oleh PP
No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah
Syar’iyah di luar Jawa dan Madura, nama Pengadilan Agama adalah Mahkamah
Syar’iyah/Pengadilan Agama, sedang nama untuk Pengadilan Tinggi Agama
adalah Mahkamah Syar’iyah Provinsi.””

Mahkamah Syar’iyah baik tingkat provinsi maupun Mahkamah
Syar’iyah tingkat kabupaten/kota yang ada di Aceh sekarang pada awal
pembentukannya merupakan badan peradilan yang dibentuk untuk menjalankan
peradilan  Syari’at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
berdasarkanUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus.Sebelum dikeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003
tentang Mahkamah Syar’iyah Provinsi NAD.Terdapat dua pandangan tentang
pembentukan Mahkamah Syar’iyah berkenaan dengan pelaksanaan UU Nomor
18 Tahun 2001.Pertama, Mahkamah Syar’iyahmerupakan badan peradilan
tersendiri diluar Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kedua,

Mahkamah Syar’iyah merupakan pengembangan dari Pengadilan Agama dan

"Teuku Abdul Manan, Mahkamah Syar ivah Aceh (Dalam Politik Hukum Nasional),
Cet. I, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018),hlm, 1.

P https://id wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar%27iyah_Aceh, Mahkamah Syar’iyah
Aceh, diakses tanggal 23 Februari 2020.

"Hamid Sarong dan Husnul Arifin Melayu, Mahkamah Syar’ivah Aceh (Lintas Sejarah
dan Eksistensinya)..., hlm. 71.
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Pengadilan Tinggi Agama yang mengacu kepada UU Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama.’®

Kewenangan Mahkamah Syar’iyah di Aceh diperluas melalui Qanun
Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 dan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Perintahan Aceh yang menyebutkan bahwa “Mahkamah
Syar’iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan
perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah
(hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang berdasarkan atas Syariat
Islam”.”

Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah
Syar’iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain
yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi’ar
Islam yang ditetapkan dalam ganun. Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan
Agama, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama hanya
berwenang memeriksa perkara perdata tertentu di bidang perkawinan,
kewarisan, wasiat, dan hibah, waqaf, dan shadagah (Pasal 2 dan Pasal 49 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), kini kompetensi tersebut diperluas.
Kata “perdata” pada Pasal 2 dihilangkan sehingga berbunyi, “Peradilan Agama
adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari
keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang ini”. Sedangkan Pasal 49 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah sehingga berbunyi, “Peradilan Agama

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a.

"Husni Jalil, Ekssistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam
Negara RI berdasarkan UUD 1945, (Bandung: Utomo, 2005), hlm. 208.

" Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 dan Pasal 128 Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2006 tentang Perintahan Aceh.
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Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h.
Shadagah; dan i. Ekonomi syariah”.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Pasca Perceraian

Majelis hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, harus memutuskan
suatu perkara berdasarkan pada dalil-dalil dan undang-undang yang berlaku
serta harus memberikan alasan yang jelas bagi para pihak yang
bersangkutan.Berkaitan dengan pertimbangan hukum, menggambarkan tentang
bagaimana hakim menganalisa fakta atau kejadian. Hakim akan
mempertimbangkan secara keseluruhan dan detail setiap perkara, dari setiap
pihak yang berperkara baik dari pihak pemohon dan termohon.

Berkaitan dengan nafkah pasca perceraian terhadap mantan istri dan
anak dilakukan atas beberapa pertimbangan hakim. Terlebih dahulu penulis
akan menguraikan duduk perkara putusan hakim tingkat pertama Nomor 126
/Pdt.G/2018/MS-Bna dan duduk perkara putusan hakim tingkat kedua (banding)
Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh.

1. Duduk perkara putusan hakim tingkat pertama  Nomor
126/Pdt.G/2018/MS-Bna

Putusan hakim tingkat pertama yaitu pada Mahkamah Syar’iyah
Banda Aceh yang mana majelis hakim telah memeriksa dan mengadili
perkara dalam persidangan majelis.Perkara dengan putusan Nomor
126/Pdt.G/2018/MS-Bna merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh
suami terhadap istrinya, sehingga suami bertindak sebagai pemohon dan istri
bertindak sebagai termohon. Perkara cerai talak ini telah didaftarkan pada
tanggal 16 April 2018 di kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
dengan register Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna.

Dalam duduk perkara putusan ini, dijelaskan bahwa pemohon dan

termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Mei 2006 di
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Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Acehyang
dibuktikan dengan kutipan akta nikah. Setelah menikah pemohon dan
termohonbertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Kecamatan Kuta
Alam, kemudian pindahdari rumah orang tua pemohonke Kecamatan
Meuraxa.Tetapi sejak 3 (tiga) bulan terakhir pemohon dan termohon tidak
tinggal dalam 1 (satu) rumah lagi.Selama masa perkawinan pemohon dan
termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama dan kedua laki-laki serta anak
ketiga perempuan.

Awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon harmonis
dan rukun, namun sejak tahun 2007 perkawinan telah mulai timbul keributan
dan perselisihan, namun puncaknya 3 (tiga) bulan terakhir yang disebabkan
karena seringnya terjadi cekcok antara pemohon dan termohon, tidak jarang
juga termohon mengeluarkan kata-kata mengancam, termohon selaku
seorang istri tidak patuh terhadap pemohon selaku suami, gaya hidup (/ife
style) termohon yang terlalu tinggi sehingga tidak mampu diimbangi oleh
pemohon, karena pemohon hanya seorang pegawai/karyawan biasa. Akibat
telah terjadinya perselisihan dan ketidakharmonisan antara pemohon dan
termohon, maka sudah tidak ada lagi kesepahaman dalam membangun
rumah tangga secara rukun antara keduanya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diajukan oleh pemohon
tersebut, maka pemohon memohon kepada majelis hakim Mahkamah
Syar’iyah Banda Aceh yang memeriksa perkara ini berkenan menerima,
memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut: mengabulkan
permohonana cerai talak pemohon, memberi izin kepada pemohon untuk
menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohondi depan sidang Mahkamah
Syar’iyah Banda Aceh.Dalam upaya memeriksa perkara ini para pihak telah
dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan, pada hari

dan tanggal yang telah ditetapkan pemohon dan termohon hadir di
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persidangan.Kemudian dilakukan perdamaian antara pemohon dengan
termohon melalui mediasi yang didampingi oleh seorang mediator yang
telah dipilih oleh pihak yang berperkara.Namun berdasarkan laporan
mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil karena pemohon tetap pada
pendiriannya untuk menceraikan termohon.Sidang selanjutnya ialah
pembacaan gugatan, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.
Maka majelis hakim memberikan kesempatan kepada termohon untuk
mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh termohon
dengan mengajukan jawaban secara tertulis dalam konvensi dan
rekonvensinya sebagai berikut: dalam konvensi termohon secara tegas
menolak seluruh dalil permohonan pemohon kecuali hal-hal yang secara
tegas termohon akui kebenarannya, benar antara pemohon dan termohon
adalah suami-istri yang sah dan pernah tinggal bersama serta memiliki 3
orang anak, tidak benar sejak tahun 2007 mulai timbul keributan antara
pemohon dan termohon melainkan baru mulai timbul keributan tahun 2018,
tidak benar termohon mengeluarkan kata-kata mengancam terhadap
pemohon, tidak benar termohon tidak patuh terhadap pemohon, tidak benar
gaya hidup (life style) termohon terlalu tinggi, beberapa bulan terakhir
termohon melihat sikap pemohonyang mulai berubah dan kurang perhatian
terhadap termohon dan anak-anak.

Dalam rekonvensi, termohon sebagai penggugat rekonvensi mohon
agar ketiga anak yang belum mumayyiz tersebut ditetapkan berada dalam
asuhan/hadhanah penggugat rekonvensi dengan biaya hidup dan pendidikan
ditanggung oleh tergugat rekonvensi selaku ayahnya sampai ketiga anak
tersebut dewasa dan mandiri sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),
sebagai seorang istri yang dicerai penggugat rekonvensi memiliki hak yang
harus dipenuhi oleh tergugat rekonvensi yaitu uang iddah sebesar Rp.

15.000.000,- (lima belas juta rupiah), mut’ah sebesar Rp. 10.000.000,-
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(sepuluh juta rupiah), dan kiswah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta
rupiah).

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selanjutnya majelis hakim
memberikan kesempatan kepada pemohon dan termohon untuk mengajukan
alat bukti baik alat bukti surat dan saksi. Pemohon mengajukan alat bukti
sebagai berikut:

a. Fotokopi buku kutipan akta nikah tanggal 26 Mei 2006, bukti
tersebut bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

b. Fotokopi kartu tanda penduduk, bukti tersebut telah diberi materai
cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya.

c. Fotokopi slip gaji Agustus 2018, atas nama pemohon yang
dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Capem Labuhan Haji, bukti
tersebut telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan
aslinya.

Selain bukti surat yang telah diajukan oleh pemohon tersebut,
pemohon juga mengajukan alat bukti lain yaitu alat bukti saksi.Saksi
pertama memberikan kesaksiannya dibawah sumpah. Saksi menyatakan
bahwa dia tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi
membenarkan bahwa antara pemohon dan termohon telah menikah pada
tahun 2006 dan dari pernikahan pemohon dengan termohon sudah
mempunyai tiga orang anak namun saksi tidak mengetahui secara pasti
umurnya. Saksi mengatakan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon
setelah menikah awalnya rukun, kira-kira setahun yang lalu rumah tangga
pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sifat termohon
yang tidak patuh dan tidak mau mendengar nasehat pemohon juga gaya
hidup termohon yang glamor atau mewah sehingga pemohon kewalahan
menghadapinya. Selain itu saksi menyatakan bahwa saksi sering melihat

pemohon dan termohon bertengkar di rumah saksi karena mereka menyewa



42

rumah saksi, permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon sudah
pernah didamaikan bahkan sudah sering didamaikan namun tidak berhasil.

Saksi kedua merupakan saksi keluarga yakni kakak kandung
pemohon, saksi memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yaitu: saksi
menyatakan dari perkawinan pemohon dan termohon sudah mempunyai tiga
orang anak yang saat ini dalam asuhan termohon, saksi mengetahui bahwa
keadaan rumah tangga pemohon dan termohon kira-kira setahun yang lalu
mulai tidak harmonis lagi disebabkan kehidupan istri pemohon yang glamor
dan mewabh serta tingkah laku termohonyang suka keluar duduk minum kopi
dengan temannya sedangkan anak-anak ditinggal begitu saja dan uang yang
dikirimkan oleh pemohon tidak jelas penggunaannya inilah penyebab
pemohon tidak sanggup bertahan lagi. Saksi pernah melihat antara pemohon
dengan termohon bertengkar sekitar 5-6 bulan yang lalu sampai pemohon
menjatuhkan talak 3 (tiga) pada saat itu, saksi menyatakan bahwa
permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon sudah pernah
didamaikan namun tidak berhasil.

Selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, setelah
pemohon mengajukan alat buktinya dipersidangan, selanjutnya termohon
diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, alat bukti yang
diajukan oleh termohon ialah alat bukti tertulis (surat) dan 2 (dua) orang
saksi. Diantara alat bukti surat yang diajukan termohon sebagai berikut:

a. Fotokopi buku kutipan akta nikah tanggal 26 Mei 2006, bukti
tersebut bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

b. Fotokopi kartu tanda penduduk, bukti tersebut telah diberi materai
cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya.

c. Fotokopi akta kelahiran anak pertama, kedua dan ketiga, bukti

tersebut bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.
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d. Fotokopi tanda penerimaan honorarium tenaga kontrak teknis
operator pada Dinas Kesehatan Aceh, diberi materai cukup dan
sesuai dengan aslinya.

e. Fotokopi slip gaji atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh PT.
Bank Aceh Kantor Cabang Tapaktuan, bermaterai cukup dan sesuai
dengan aslinya.

f. Fotokopi penghasilan atas nama pemohon karyawan PT. Bank Aceh
Syari’ah Capem Labuhan Haji yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang
Tapaktuan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

Selain bukti surat yang telah diajukan oleh termohon tersebut,
termohon juga mengajukan alat bukti lain yaitu alat bukti saksi. Saksi
pertama memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang mana saksi adalah
ibu kandung termohon dan membenarkan bahwa pemohon dan termohon
telah menikah dan sudah mempunyai 3 orang anak. Saksi menyatakan
awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan damai namun
sejak awal tahun 2018 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak
harmonis lagi karena sifat pemohon yang suka berbohong dan pemohon
pernah mengatakan kepada termohon tidak bisa pulang dengan alasan kerja
pada hari libur. Permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon sudah
pernah didamaikan namun tidak berhasil, saksi juga menyatakan bahwa
pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan termohon dan pemohon tidak
pernah memberikan nafkah kepada termohon dan anak-anaknya, yang
menafkahi anak-anak selama ini ialah termohon dan dibantu oleh saksi. Saat
ini anak-anak berada dalam asuhan termohon, sebelum pemohon dan
termohon masih rukun pemohon memberi natkah kepada termohon sebulan
Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), pemohon selaku karyawan
Bank Aceh menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 9.000.000,-
(Sembilan juta rupiah) ditambah penghasilan lain seperti THR, cuti, bonus

serta tunjangan.
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Saksi kedua juga merupakan saksi keluarga yaitu adik seibu dengan
ibu kakak kandung termohon, saksi memberikan kesaksiannya dibawah
sumpah yaitu: pemohon dan termohon telah menikah dan mempunyai 3
(tiga) orang anak yang saat ini dalam asuhan termohon, saksi menyatakan
awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun namun sejak akhir
2017 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena pemohon
berbohong dan jarang pulang serta ada isu-isu pemohon telah mempunyai
wanita lain di Tapaktuan.Saksi menyatakan bahwa sejak mereka berpisah
pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon dan anak-
anaknya melainkan dibantu oleh ibu termohon dan saudara termohon
lannya.Permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon sudah pernah
didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Menurut saksi nafkah
yang patut untuk anak yang harus diberikan oleh pemohon setiap bulan
sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Termohon selaku tenaga kotrak
di Dinas Kesehatan Aceh setiap bulannya menerima gaji sejumlah Rp.
2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), namun setelah di potong dengan
kredit gaji bersih yang diterima hanya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu
rupiah).

Berdasarkan duduk perkara, fakta-fakta dan pengajuan alat bukti
yang dihadirkan ke persidangan oleh pihak pemohon dan termohon, maka
majelis hakim merumuskan dasar pertimbangan hukumnya berdasarkan alat
bukti dan keterangna saksi-saksi yang telah dihadirkan ke persidangan dari
pihak pemohon dan termohon dihubungkan dengan jawab menjawab antara
pemohon dan termohon, terbukti benar dalam rumah tangga antara pemohon
dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang
menurut pengakuan pemohon timbul sejak tahun 2007 puncaknya terjadi
pada bulan Maret 2018 yang mengakibatkan antara pemohon dan termohon
pisah ranjang, maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga antara

keduanya tidak dapat dipertahankan lagi.
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Majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh mengadili perkara
ini dengan menyatakan dalam konvensimengabulkan permohonan pemohon
dan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i
kepada termohon. Dalam rekonvensi mengabulkan gugatan penggugat
rekonvensi sebagian, menetapkan tiga orang anak berada dalam asuhan
penggugat rekonvensi, membebankan tergugat rekonvensi memberikan
nafkah anak-anak tersebut minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap
bulan dengan kenaikan 20% setiap tahun kepada penggugat rekonvensi lain
dari biaya pendidikan dan kesehatan, membebankan kepada tergugat
rekonvensi memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah), nafkah mut’ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah
kiswah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan menolak gugatan penggugat
rekonvensi selebihnya. Dalam konvensi dan rekonvensi membebankan biaya
perkara kepada pemohon/tergugat rekonvensi sebesar Rp. 391.000,- (tiga
ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

2. Duduk perkara putusan hakim tingkat kedua (banding) Nomor
01/Pdt.G/2019/MS-Aceh

Sebagaimana duduk perkara dari perkara cerai talak yang telah
diuraikan di atas, majelis hakim telah memberi izin kepada pemohon untuk
menjatuhkan talak satu raj’i kepada termohon. Berdasarkan hasil putusan
majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, dari hasil jawab
menjawab antara pemohon dan termohon serta dengan adanya keterangan
dari saksi-saksi kedua belah pihak dan alat bukti tertulis yang diajukan
dalam persidangan, terbukti benar dalam rumah tangga antara pemohon dan
termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang
mengakibatkan rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak dapat
dipertahankan lagi.

Menanggapi hasil Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yaitu
tingkat pertama putusan Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna, termohon tidak
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puas dan merasa belum sepenuhnya terima dengan putusan yang telah
diputuskann oleh majelis hakim tingkat pertama sehingga termohon
mengajukan upaya banding ke Mahkamah Syar’iyah tingkat banding yang
terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Aceh dengan nomor register
perkara nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh, yang mana termohon sebagai
pembanding dan pemohon sebagai terbanding.Permohonan banding yang
telah dibuat dan ditanda tangani oleh panitera Mahkamah Syar’iyah Banda
Aceh dan kuasa hukum pembanding, yang menyatakan bahwa
termohon/pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap
Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, permohonan banding dimaksud
telah pula diberitahukan kepada kuasa terbanding.

Membaca memori banding pembanding yang diterima di
kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan memori banding
tersebut  telah  diberitahukan  dan  diserahkan  kepada  kuasa
terbanding.Membaca kontra memori banding terbanding yang diterima di
kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan kontra memori banding
tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa pembanding.Telah
membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada
kuasa pembanding dan kepada kuasa terbanding.

Dalam pertimbangan hukum, permohonan banding dalam perkara a
quo telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam
Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang
Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut harus
dinyatakan dapat diterima.Kemudian majelis hakim Mahkamah Syar’iyah
Aceh telah membaca dan mempelajari berkas perkara a quo dengan cermat
dan seksama.

Berdasarkan hasil putusan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
Nomor  126/Pdt.G/2018/MS-Bna  termohon/pembanding  menyatakan
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keberatan dengan putusan hakim tingkat pertama dengan alasan
sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya sebagai berikut:
a. Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum dan putusan
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang menetapkan nafkah anak Rp.
2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20%
setiap tahun yang harus dibayarkan kepada pembanding di luar biaya
pendidikan dan kesehatan. Jumlah yang ditetapkan tersebut tidak
sebanding dengan penghasilan terbanding.
b. Pembanding keberatan atas putusan Mahkamah Syar’iyah Banda
Aceh yang menetapkan vang iddah, mut’ah dan kiswah yang harus
dibayar oleh terbanding kepada pembanding masing-masing
sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Jumlah nominal tersebut
tidak seimbang dengan gaji dan penghasilan yang diterima
terbanding tersebut. Maka termohon/pembanding memohon kepada
majelis hakim untuk menetapkan memberikan biaya hidup dan
pendidikan untuk anaknya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),
nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),
natkah mut’ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan
nafkah kiswah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
Berdasarkan alasan tersebut maka termohon/pembanding dalam
petitumnya meminta agar majelis hakim menerima memori bandingnya dan
membatalkan putusan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor
126/Pdt.G/2018/MS-Bna.

Menanggapi petitum tersebut, majelis hakim Mahkamah Syar’iyah
Aceh tidak sependapat dengan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
yaitu terkait dengan penetapan nafkah anak, nafkah iddah, nafkah mut’ah,
dan nafkah kiswah. Dalam hal ini Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh telah
menetapkan naftkah anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap

bulan dengan kenaikan 20% setiap tahun lain dari biaya pendidikan dan
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kesehatan, nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), natkah
mut’ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah kiswah sebesar
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan kepada
termohon/pembanding sesaat ikrar talak diucapkan oleh
pemohon/terbanding.

Majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh mengadili perkara ini
dengan menghukum pemohon/terbanding memberi nafkah anak sebesar Rp.
3.000.000,- (tiga juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta
rupiah), nafkah mut’ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan
naftkah kiswah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

3. Dasar pertimbangan hakim terhadap putusan nafkah pasca perceraian
dalam putusan Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh.

Terkait dengan penentuan nafkah pasca perceraian dapat terjadi
karena tuntutan salah satu pihak atau melalui hak ex-officio hakim.Hak ex-
officio ini dipakai ketika sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan, di mana
hakim memutuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tertentu.Namun dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh terkait
dengan natkah pasca peceraian terjadi atas gugatan balik (rekonvensi) pihak
pembanding/termohon.Hakim berwenang untuk membebankan
terbanding/pemohon untuk membayar nafkah pasca perceraian yang
merupakan kewajibannya.

Tidak dapat disangsikan lagi bahwa tugas pokok hakim adalah untuk
mengadili menurut hukum setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan
seadil-adilnya, dengan tidak membedakan orang berdasarkan suku, agama,
ras, dan golongan, jabatan, dan kekayaan berdasarkan isi Pasal 5 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Pada hakikatnya, tugas hakim

mengadili perkara mengandung dua pengertian, yakni menegakkan keadilan
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dan menegakkan hukum.”®Maka hakim harus menilai berdasarkan fakta-
fakta suatu kejadian apakah benar-benar terjadi atau rekayasa. Hal ini dapat
dinilai melalui proses pembuktian dalam persidangan dan menanyakan
kepada pihak lawan mengenai proses pembuktian tersebut.

Tugas utama hakim adalah menegakkan keadilan (gerech tigdheid),
yang dimaksud di sini adalah bukan keadilan menurut bunyi perkataan
undang-undang semata, menurut versi penguasa atau berdasarkan selera
kaum yang kuat (powerfull), melainkan keadilan berdasarkan ketuhanan
yang Maha Esa sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004 bahwa “peradilan dilakukan demi keadilan
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.”

Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili
perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat
banding.Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili
di tingkat pertama dan terakhir kewenangan mengadili antar Pengadilan
Agama di daerah hukumnya.™

Dapat diketahui bahwa tugas Mahkamah Syar’iyah tingkat banding
adalah memeriksa kembali terhadap perkara yang telah diputuskan oleh
Mahkamah Syar’iyah tingkat pertama, kemudian majelis hakim tingkat
banding mengoreksi hasil putusan majelis hakim tingkat pertama.Majelis
hakim memeriksa secara keseluruhan terhadap suatu perkara dari awal

sampai dijatuhkan putusan oleh Mahkamah Syar’iyah tingkat banding.

" Antonius Sudirman, Hati Nurani Hakim Dan Putusannya (Suatu Pendekatan Dari
Persfektif llmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bisma Siregar), Cet.
I, (Semarang: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 51.

PIbid.

*Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian,...
hlm, 311.
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Tujuan uitama pemeriksaan tingkat banding adalah untuk
mengoreksi dan mengeluarkan segala kesalahan dan kekeliruan dalam
penetapan hukum, tata cara mengadili, meluruskan penilaian fakta, dan
pembuktian.®' Pembuktian ialah upaya para pihak untuk meyakinkan hakim
bahwa benar peristiwa itu telah terjadi sebagaimana yang disebutkan dalam
Pasal 163 HIR/283 R.Bg “Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak
atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau
untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau
adanya perbuatan itu”. Adapun alat bukti yang dapat dihadirkan ke
persidangan ialah alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan
sumpah (Pasal 164 HIR/284 R.Bg). Dengan demikian alat bukti surat dan
saksi merupakan salah satu alat bukti yang dapat dihadirkan ke persidangan
dengan memperhatikan syarat formil dan materilnya.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan
kadar nafkah pasca perceraian untuk istri dan anak-anaknya yaitu:*

a. Berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami yaitu diukur dengan
melihat penghasilan suami setiap bulan.

b. Melihat usia perkawinan yang telah dijalankan.

c. Melihat apakah istrinya nusyuz atau tidak.

d. Menyesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan suami sesuai
dengan kondisi suatu daerah.

e. Melihat apakah seorang suami melakukan kezaliman terhadap
istrinya, seperti kekerasan dalam rumah tangga.

Beberapa faktor tersebut merupakan faktor yang pada umumnya
yang menjadi dasar pertimbangan hakim.Dalam putusan perkara

Nomor01/Pdt.G/2019/MS-Aceh jumlah nafkah pasca perceraian antara

¥ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama,

Cet. V, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), him. 344.

82 http://febryrahadian.blogspot.com/2014/07/kinerja-pengadilan-agama-dalam-

perkara.html, diakses 4 Juni 2020.
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tuntutan Termohon dengan kesanggupan pemohon tidak sama, maka dalam
hal ini hakim yang menetukan jumlah nafkah yang patut di berikan oleh
pemohon kepada termohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim.

Dalam putusan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh perkara
Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna memuat dasar pertimbangan hukum hakim
yakni, menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4)
UU No. 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan
UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 dan 143 ayat
(1) dan (2) KHI majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua
pihak yang berperkara namun tidak berhasil dan majelis hakim telah pula
melaksanakan upaya damai tersebut dengan cara mediasi sesuai maksud
Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2016, namun kedua upaya damai tersebut tidak berhasil.Menimbang
bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon dapat
disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini
adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga
pemohon dan termohon sudah sedemikian berat sehingga pemohon dan
termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa bukti P-3 berupa fotocopy slip gaji Agustus 2018
atas nama pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai
aslinya telah bermaterai cukup dan isinya tidak dibantah oleh termohon,
maka alat bukti P-3 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai
pembuktian yang sempurna dan mengikat/menentukan, dengan demikian
pemohon terbukti memperoleh gaji di tempat kerjanya kurang lebih sebesar
Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi
masing-masing pemohon dan termohon yang sudah dewasa didasarkan
pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan

keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, masing-masing kedua
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saksi adalah keluarga dekat pemohon dan termohon, maka berdasarkan Pasal
172 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang direvisi
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua orang saksi
pemohon dan termohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil
kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang
mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 terbukti bahwa tergugat
rekonvensi sebagai karyawan biasa mempunyai gaji di bawah lima juta
perbulan, namun sesuai bukti T-8 terbukti bahwa tergugat rekonvensi juga
berpenghasilan selain dari gaji tersebut. Menimbang bahwa karena anak-
anak pemohon dan termohon belum mumayyiz dan masih sekolah dasar
maka majelis berpendapat biayanya relatif murah, sesuai dengan Pasal 105
huruf (c) KHI.

Menimbang bahwa salah satu hak istri yang dicerai oleh suaminya
adalah menerima nafkah iddah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149
ayat (2) KHI dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan
kemampuan suami. Menimbang bahwa mut’ah merupakan kewajiban yang
harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut
diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut’'ah
itu di samping merupakan kewajiban syari’at juga pada hakikatnya bertujuan
untuk menghibur hati istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat
terjadinya perceraian suami dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti keterangan para saksi dan juga
pengakuan termohon terbukti bahwa penggugat rekonvensi dan tergugat
rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami-istri selama 12 (dua belas)
tahun, yang berarti bahwa penggugat rekonvensi telah mengabdikan dirinya
sebagai istri dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya

untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan tiga orang
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anak, sehingga penggugat rekonvensi berhak mendapat mut’ah yang pantas
dari tergugat rekonvensi.Menimbang bahwa kiswah merupakan kewajiban
yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal
tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (b) KHI dan kiswah itu juga
merupakan kewajiban syari’at Islam. Menimbang bahwa untuk menetapkan
jumlah yang layak dan pantas, biaya kiswah harus didasarkan atas kepatutan
bagi seorang istri dalam pergaulannya sehari-hari dalam status sosial dan
juga atas kemampuan suami itu sendiri.

Dalam putusan hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh perkara Nomor
01/Pdt.G/2019/MS-Aceh memuat dasar pertimbangan hukum hakim
yakni,menimbang bahwa mediator telah melaksanakan tugasnya memediasi
pihak-pihak dalam menyelesaikan perkara a quo, berdasarkan laporannya
tertanggal 5 Juli 2018, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.
Kemudian majelis hakim tingkat pertama dalam setiap persidangan telah
berusaha pula mendamaikan pihak-pihak juga tidak berhasil. Majelis hakim
tingkat banding berpendapat bahwa usaha mediator dan majelis hakim
tingkat pertama dalam upaya mendamaikan pihak-pihak telah memenuhi
ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan.

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat
dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan
rumah tangga pembanding dan terbanding tidak lagi mencerminkan sebagai
rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, karena rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi dan sulit disatukan, sehingga dinilai telah
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)
KHI, maka diberi izin kepada terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj’i

kepada pembanding.
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Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat
dengan pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim tingkat pertama
yang mengabulkan dan menetapkan pembanding sebagai pemegang hak
asuh terhadap tiga orang anak pembanding dan terbanding. Pertimbangan
tersebut telah tepat dan benar, dengan pertimbangan bahwa pengasuhan anak
bukan semata-mata pemeliharaan dan pengasuhan saja melainkan harus
terjamin kesejahteraan lahir batin untuk masa depan anak-anak tersebut,
sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan 15 UU No. 35 Tahun 2014 tentang
perubahan atas UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindugan anak.

Menimbang tentang jumlah nominal nafkah untuk tiga orang anak
tersebut, majelis hakim tingkat banding tidak setuju dengan yang ditetapkan
oleh majelis hakim tingkat pertama, karena mengingat kebutuhan sandang,
pangan dan lain-lain untuk tiga orang anak tersebut saat ini sangat berat,
terbanding sebagai karyawan Bank Aceh Syariah berdasarkan alat bukti T-7
memperoleh gaji perbulan Rp. 4.700.344,- (empat juta tujuh ratus ribu tiga
ratus empat puluh empat rupiah), di samping itu seorang karyawan Bank
pada lazimnya memperoleh penghasilan lain selain gaji tetap yang diterima
setiap bulan. Dengan demikian terbanding dinilai memiliki kemampuan
untuk memberi nafkah/biaya hidup untuk tiga orang anaknya tersebut
sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah 20% setiap tahun
sampai anak-anak tersebut dewasa, oleh karenanya terbanding patut
dihukum untuk membayarnya.

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat
dengan pertimbangan hukum dengan majelis hakim tingkat pertama yang
menetapkan nafkah iddah, vang mut’ah dan kiswah masing-masing Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah). Menimbang bahwa tentang nafkah iddah
majelis hakim tingkat banding dapat menetapkan sejumlah Rp. 3.000.000,-
(iga juta rupiah) hal ini dianggap layak untuk biaya hidup selama masa
iddah.
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Menimbang bahwa tentang uang mut’ah majelis hakim tingkat
banding dapat menyetujui gugatan rekonvensi pembanding sejumlah Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), mengingat tujuan dari diwajibkan mut’ah
sebagai penghargaan atas pengabdian pembanding selama ikatan
perkawinan. Menimbang bahwa tentang kiswah oleh karena bersifat
insidentil, majelis hakim tingkat banding berpendapat layak ditetapkan
sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah). Menimbang bahwa berdasarkan
pertimbangan di atas, maka terbanding harus dihukum untuk membayar
kepada pembanding nafkah iddah, mut’ah dan kiswah sebagaimana tersebut
di atas sebelum ikrar talak diucapkan.

Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh
merasa bahwa alat bukti surat dan alat bukti saksi yang dihadirkan oleh
pemohon dan termohontelah memenuhi syarat. Kemudian selain daripada
itu, majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh juga merasa bahwaapa yang
dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama terkait alat bukti surat
dan alat bukti saksi yang dihadirkan ke persidangan oleh pemohon dan
termohon telah relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya.

Dalam pertimbangan hukum oleh majelis hakim tingkat banding
terhadap putusan Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh termohon mengajukan
permohonan banding ke Mahkamah Syar’iyah Aceh tingkat banding karena
termohon merasa keberatan terhadap putusan hakim Mahkamah Syar’iyah
Banda Aceh Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna, sehingga pertimbangan
hukum majelis hakim Mahkamah Syar’iyah tingkat pertama diambil alih
oleh majelis hakim Mahkamah Syar’iyah tingkat banding. Sehingga
berdasarkan pertimbangan inilah majelis hakim tingkat banding menerima
permohonan banding pembanding dalam putusan hakim Nomor

01/Pdt.G/2019/MS-Aceh.
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C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Nafkah
Pasca Perceraian

Hukum Islam merupakan salah satu hukum yang berlaku di Indonesia
selain dari hukum positif dan hukum adat.Hukum Islam dapat menjadi tolak
ukur dalam menyelesaikan suatu perkara, salah satunya adalah perkara
perceraian seperti cerai talak.Cerai talak merupakan gugatan untuk berpisah
antara suami dan isteri karena suatu permasalahan dalam rumah tangga mereka
yang mana di dalamnya tidak tercipta lagi keharmonisan antara
keduanya.Gugatan cerai talak dapat diajukan ke pengadilan agama yang
memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara perceraian.

Dalam Islam ketika menyelesaikan suatu perkara maka hakim dituntut
untuk selalu mengedepankan keadilan dalam menyelesaikan sebuah perkara
yang telah diamanahkan kepada hakim serta selalu berusaha untuk mewujudkan
kemaslahatan kepada kedua belah pihak yang sedang berperkara. Salah satu
tugas utama hakim ialah menegakkan keadilan sebagaimana telah disebutkan

dalam firman Allah QS al-Maidah ayat 8 berikut:

Iy ‘Q?J;O}uw;&dﬁy Ll $T0eh & Guis 18 1 sl Wit

Golaxs o &s i O @ 1,855 skl BT A 1l
“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.Dan
janganlah sekali-kali kebencianmuterhadap sesuatu kaum, mendorong kamu
untuk berlaku tidak adil.Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada

tagwa.Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
apa yang kamu kerjakan”.

Disebutkan pula dalam firman Allah QS an-Nisa ayat 135, sebagai
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“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri
atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah
lebih tahu kemaslahatan. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena
ingin menyimpang dari kebenaran.Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata)
atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui
segala apa yang kamu kerjakan”.

Berdasarkan ayat diatas maka hendaknya seorang hakim selalu
mengedepankan keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara yang telah
diamanahkan kepadanya demi mewujudkan kemaslahatan bagi orang yang
berperkara.

Ditinjau melalui hukum Islam, dalam memutuskan kadar nafkah pasca
perceraian, hakim menggunakan al-maslahah al-mursalah sebagai dasar
pertimbangan dalam menetapkan jumlah atau kadar nafkah pasca perceraian
untuk isteri dan anak-anaknya yang harus di bayar suami, yang mana di sini
dilihat melalui kemaslahatan yang dikenal dengan al-maslahah al-mursalah.
Dari segi bahasa, kata al-maslahah berarti adanya manfaat, kemaslahatan yakni
memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatan.Sedangkan alasan
dikatakan al-mursalah, karena syara’ memutlakkanya karena didalamnya tidak
terdapat kaidah syara’ yang menjadi penguatnya ataupun pembatalnya.®*’

Pandangan para ulama tentang pengertian al-maslahah al-mursalah,
yaitu:

1. Abu Zahrah mendefinisikan al-maslahah al-mursalah adalah suatu sifat
yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh
syara’.

2. Asy-Syatibi mengatakan bahwa al-maslahah al-mursalah merupakan
suatu maslahah yang tidak ada nash tertentu, tetapi sesuai dengan

tindakan syara’.

% Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Figih, Cet. V (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 117.
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3. Imam Malik berpendapat bahwa al-maslahah al-mursalah adalah suatu
maslahah yang sesuai dengan tujuan, prinsip dan dalil-dalil syara’, yang
berfungsi untuk menghilangkan kesempitan.*

Dalam memutuskan perkara nafkah pasca perceraian di Mahkamah
Syar’iyah Aceh jika dilihat dari pertimbangan hakim, hakim memutuskan suatu
perkara berdasarkan hukum islam dan hukum positif sebagaimana dalamperkara
Nomor 01/Pdt.G/2018/MS-Aceh yang mana pertimbangan
hukumnyaberdasarkan KHI Pasal 105 huruf (¢) yang berbunyi “biaya
pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya” terhadap nafkah anak, terkait
dengan nafkah iddah berdasarkan Pasal 149 ayat (2) KHI yang mana jumlah
natkah iddah harus sesuai dengan kemampuan suami, nafkah mut’ah
berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI karena mut’'ah itu
di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk
menghibur hati istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya
perceraian suami dalam perkara ini, sedangkan nafkah kiswah pertimbangan
hukumnya berdasarkan Pasal 149 huruf (b) KHI karena kiswah merupakan
kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya.

Terhadap pemberian mut’ah dapat pula diterapkan firman Allah dalam
surah al-Baqgarah ayat 241:

R iz és ) j},‘..ib 5 uL‘zUa,o.U J5
“Kepada waniat-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya)

mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang
bertaqwa”.

Surah at-Thalaq ayat 6 juga menegaskan:
wﬁﬁéﬁz&ogz@&éw%u% AL PP Wir“&i}
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“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan
(hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil,
maka berikanlah kepada merekanafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian
jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada
mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu)
dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh
menyusukan (anak itu) untuknya”.

Pada ayat berikutnya surah at-Thalaq: 7, Allah juga berfirman:

2
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”Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.Dan
orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang
diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang
melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan
memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Dalam menetapkan kadar nafkah pasca perceraian untuk isteri dan anak-
anaknya hakim telah melakukan pertimbangan, demi kemaslahatan kedua belah
pihak dan anak-anaknya, biasanya hakim dapat memutuskan atau menentukan
terkait kadar nafkah itu berdasarkan penghasilan suami.Hakim dapat mengetahui
penghasilan suami perbulan melalui alat bukti yang dihadirkan ke persidangan.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa sangat penting peran seorang suami
karena berkewajiban untuk memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya
yang dilakukan dengan cara yang ma ruf, yaitu seseorang tidak dibebani
melainkan sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya. Maka dari itu
putusan hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh terkait dengan nafkah pasca

perceraian sudah sesuai dengan hukum positif dan hukum islam.



BABEMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis

mengambil dua kesimpulan dari pembahasan ini, yaitu sebagai berikut:

1.

Pembebanan kewajiban memberikan nafkah pasca perceraian kepada
istri dan anak masih merupakan tanggungjawab suami setelah terjadinya
perceraian dengan beberapa dasar pertimbangan yang dilakukan oleh
majelis hakim. Adapun dasar pertimbangan majelis hakim dalam
menetapkan nafkah pasca perceraian pada kasus perkara cerai talak
putusan Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh, dalam menentukan hak nafkah
terhadap istri dan anak setelah terjadinya perceraian berdasarkan pada
bukti-bukti yang dihadirkan ke persidangan dengan melihat penghasilan
suami setiap bulan berdasarkan fotocopy slip gaji, usia perkawinan yang
telah dijalankan oleh kedua belah pihak, istrinya nusyuz atau tidak, dan
suaminya pernah atau tidak melakukan kezaliman terhadap istrinya.
Selain itu hakim juga melihat dan menyesuaikan kebutuhan dan
kemampuan suami sesuai dengan kondisi suatu daerah.

Ditinjau melalui hukum Islam, dalam menetapkan jumlah nafkah pasca
perceraian untuk istri dan anak-anaknya, hakim Mahkamah Syar’iyah
Aceh telah melakukan pertimbangan kemaslahatan kedua belah pihak
yang berperkara. Hal ini sesuai dengan kaidahal-maslahah al-mursalah
yaitu memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatan. Jadi
putusan hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh nomor 01/Pdt.G/2019/MS-
Aceh dalam perkara nafkah pasca perceraian sudah sesuai dengan

prinsip-prinsip hukum Islam.
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B. Saran

Terkait dengan permasalahan mengenai nafkah pasca perceraian, maka

penulis ingin mengajukan dua saran sebagai berikut:

1.

Majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian harus
mempertimbangkan dengan baik terkait permohonan nafkah pasca
perceraian agar terjamin dan terpenuhi hak istri dan anak-anak. Nafkah
pasca perceraian merupakan kewajiban suami terhadap istri dan anak-
anak, apabila istri tidak menuntut haknya pasca perceraian maka hakim
dapat menggunakan hak ex-officionya.

Kepada pembaca diharapkan untuk lebih jauh mengkaji dan menelaah
kembali terkait dengan nafkah pasca perceraian dalam sudut pandang
lain agar menambah wawasan yang berkaitan dengan nafkah pasca

perceraian terhadap istri dan anak.
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Nama ¢ NURUL AULIYANA

NIM : 160101064

Prodi / Semester ¢ Hukum Keluarga

Alamat ¢ Jl. Inong Bale, No.28 Sektor Sederhana , Kop
Darussalam

Judul Penelitian : “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah

Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah
Syar’iyah Aceh No. 01/Pdt.G/2019/MS.Aceh”

Yang bersangkutan telah diberikan data-data yang diperlukan berkaitan dengan
judul penelitian tersebut di atas pada Mahkamah Syar'iyah Aceh 19 Maret 2020,
Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat digunakan seperiunya.




